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ABSTRACT 
 
 This study aims to find out and analyze the suitability of istishna' 
financing accounting treatment at BTN KCS Surakarta whether it is in 
accordance with PSAK 104. The istishna' financing product used in this study is 
the Housing Loan (KPR Syariah) at BTN KCS Surakarta. 
This study included qualitative research with a descriptive approach. The 
data used is primary data and secondary data. Primary data obtained from 
interviews while secondary data obtained from financial reports, documentation 
and research records. The technique used is source triangulation and technical 
triangulation to then test the credibility of the data. 
The results showed that, istishna 'financing at BTN KCS Surakarta bank 
was not fully compliant with PSAK 104. There were still differences in the 
recognition of pre-contract costs and the presentation and disclosure of financial 
statements. Pre-contract fees at BTN KCS Surakarta are recognized as bank 
operating income while in the presentation of financial statements istishna 
'accounts are presented in accounts receivable based on accounts receivable and 
have not presented istishna terminals'. In addition to recognition and 
presentation, in its financial statements, Bank BTN Syariah also has not made 
disclosures related to Islamic finance. 
 
Keywords: Istishna', PSAK 104 and KPR 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian 
perlakuan akuntansi pembiayaan istishna’ di BTN KCS Surakarta apakah telah 
sesuai dengan PSAK 104. Produk pembiayaan istishna’yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR Syariah) pada BTN 
KCS Surakarta. 
Penelitian termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Data yang digunakan merupakan data primer dan data skunder. Data primer 
diperoleh dari hasil wawancara sedangkan data skunder diperoleh dari laporan 
keuangan, dokumentasi dan catatan-catatan penelitian. Teknik yang digunakan 
yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk kemudian dilakukan uji 
kredibilitas data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembiayaanistishna’ pada bank 
BTN KCS Surakarta belum sepenuhnya patuh pada PSAK 104. Masih terdapat 
perbedaan dalam pengakuan biaya pra akad serta penyajian dan pengungkapan 
laporan keuangannya. Biaya pra akad pada BTN KCS Surakarta diakui sebagai 
pendapatan operasional bank sedangkan dalam penyajian laporan keuangannya 
piutangistishna’ disajikan dalam pos /akun pembiayaan berbasis piutang dan 
belum menyajikan termin istishna’. Selain pengakuan dan penyajian, dalam 
laporan keuangannya Bank BTN Syariah juga belum melakukan pengungkapan 
terkait pembiayaan syariahnya. 
 
Kata Kunci : Istishna’, PSAK 104 dan KPR 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
 
Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang  pesat dari 
tahun ke tahun. Mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk 
yang beragama Islam, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk terus 
mengembangkan perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di 
Indonesia mulai terlihat sejak tahun 2005 (Karim, 2017:25). 
Pada tahun 2005 jumlah bank syariah telah berkembang lebih dari 20 unit. 
Dimana, pada tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan data 
terkait perkembangan bank syariah. Perbankan syariah dengan jumlah total 202 
pada tahun 2018 terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha 
Syariah (UUS) dan 168 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Statistik 
Perbankan Syariah, 2018). 
Menurut IAI (2017) pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia, 
memerlukan dukungan infrastruktur seperti Standar Akuntansi Keuangan Syariah 
(SAK Syariah). Standar Akuntansi Keuangan Syariah berbasis pada konsep-
konsep akuntansi umum yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. 
Dimana, konsep tersebut tercermin dalam kerangka dasar penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan syariah sebagai dasar dari pengembangan standar 
akuntansi keuangan syariah. 
PSAK Syariah digunakan sebagai suatu pedoman lembaga keuangan 
syariah dalam praktik akuntansinya, mulai dari pencatatan, penyajian, dan  
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pengungkapan laporan keuangan. Menurut IAI (2017) PSAK Syariah merupakan 
standar yang mengatur mengenai persyaratan pengakuan, pengukuran, dan 
pengungkapan suatu laporan keuangan. 
Keberadaan PSAK Syariah dapat mendorong terciptanya suatu laporan 
keuangan yang relevan, andal, mudah dipahami dan dapat dibandingkan sehingga 
laporan keuangan akan menghasilkan informasi yang dapat dipercaya (Nasir dan 
Sululing, 2015: 112).Terdapat beberapa elemen pembiayaan yang diatur dalam 
PSAK Syariah, salah satunya yaitupembiayaan istishna’. Pembiayaan istishna’ 
merupakan salah satu pembiayaan jual beli yang diatur dalam PSAK 104. Di 
dalamnya, PSAK 104 mengatur mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian, 
serta pengungkapan untuk transaksi istishna’ (IAI, 2017). 
Pentingnya penelitian terkait pembiayaan istishna’ mendorong peneliti 
untuk melakukan evaluasi mengenai kesesuaian PSAK 104 tentang akad istishna’. 
Karena dengan adanya kesesuaian-kesesuaian terkait evaluasi PSAK dapat 
memberikan saran kepada lembaga keuangan syariah agar penerapan akuntansi 
istishna’ dapat lebih ditingkatkan. Selain itu, lembaga keuangan yang telah 
menerapkan pembiayaan istishna’  juga harus berpedoman pada PSAK 104 dalam 
mencatat setiap transaksi istishna’. Perlakuan akuntansi yang disesuaikan dengan 
PSAK 104 akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang baik dan menjadi 
tolok ukur laporan keuangan yang berkualitas (Nasir dan Sululing, 2015: 112). 
Namun, dari hasil penelitian terdahulu, masih terdapat beberapa kendala 
mengenai penerapan perlakuan akuntansi untuk akad istishna’ jika disesuaikan 
dengan PSAK 104. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Maulidha dan 
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Aminulloh (2013) menyebutkan bahwa adanya perbedaan selisih jumlah 
pembiayaan yang cukup jauh antara pembiayaanistishna’ dan pembiayaan jual 
beli lain seperti murabahah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan perlakuan 
akuntansi untuk PSAK 104 yang dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang 
terjadi di Bank Syariah. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Baehaqi 
(2012) menyebutkan bahwa terdapat kendala dalam penerapan PSAK 104 tentang 
akad istishna’ pada Bank syariah dimana kendala tersebut terkait dengan 
pengakuan keuntungan yang terjadi. 
Menurut data Statistik Perbankan Syariah pada tahun 2017 transaksi 
istishna’ merupakan salah satu transaksi jual beli yang telah banyak diterapkan 
oleh lembaga keuangan di Indonesia. Namun, pembiayaan istishna’ masih 
tergolong dalam pembiayaan yang masih jarang dilakukan. Data Statistik 
Perbankan Syariah menunjukkan, dari seluruh pembiayaan yang di terapkan oleh 
Unit Usaha Syariah  tahun 2017, istishna’ termasuk dalam pembiayaan dengan 
jumlah yang paling sedikit. Berikut ini merupakan data pembiayaan yang terdapat 
dalam perbankan syariah tahun 2017. 
Tabel 1.1 
Jumlah Pembiayaan Unit Usaha Syariah 
 
 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2017) 
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Menurut  Furywardhana (2009: 29) istishna’ merupakan kontrak jual beli 
yang menerapkan sistem pesanan. Dalam  akad istishna’ melibatkan beberapa 
pihak  selama proses pembiayaan berlangsung yaitu penjual, pembeli (al-
mustashni) dan as shani (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Dalam 
akad ini pembeli memesan barang kepada penjual dengan klasifikasi tertentu dan 
menjualnya dengan harga yang telah disepakati di awal. Sehingga pada saat akad 
terjadi, produk atau barang yang dipesan belum tersedia.  
Terdapat dua  jenis akad dalam pembiayaan istishna’ yaitu istishna’dan 
istishna’ pararel. Seringkali Bank menggunakan pembiayaan istishna’ untuk 
memenuhi pesanan yang disesuaikan dengan keinginan nasabah. Pada umumnya 
produk dari pembiayaan istishna’  seringkali digunakan untuk produk manufaktur 
seperti kontruksi atau pembiayaan rumah (KPR) (Nurhayati & Wasilah, 2017: 
216).  
Pembiayaan Rumah (KPR) dalam perbankan Islam sering disebut sebagai  
KPR Syariah. Dimana, KPR Syariah ini merupakan fasilitas yang diberikan 
perbankan syariah kepada nasabah untuk memiliki hunian yang layak sesuai 
dengan prinsip Islam. KPR Syariah hadir sebagai alternatif bagi nasabah yang 
ingin memiliki hunian layak dan sesuai dengan prinsip syariah (Sapi’i dan 
Setiawan, 2016: 18). 
Penelitian ini akan dilakukan pada BTN KCS Surakarta. Dimana, BTN 
merupakan bank yang diberikan layanan khusus Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
oleh kementrian keuangan pada tahun 1974, sehingga menjadikan bank ini lebih 
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dikenal sebagi bank milik negara yang fokus pada pembiayaan rumah atau KPR 
(www.btn.co.id).  
Dari data yang diperoleh, Bank BTN Syariah KCP Surakarta memiliki 
beberapa jenis KPR dengan akad-akad tertentu. Diantaranya yaitu KPR BTN IB 
Platinum, KPR BTN IB Indent, Pembiayaan Bangun Rumah, dan KPR BTN 
Subsidi. Dimana, salah satu pembiayaan yang menggunakan akad istishna’ yaitu 
KPR BTN Indent. Jika dibandingkan dengan KPR lain, KPR BTN indent dengan 
akad istishna’ memiliki selisih jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan KPR 
BTN dengan akad murabahah(www.btn.co.id). 
KPR BTN Indent memiliki beberapa keunikan dalam praktiknya. Dalam 
pembiayaan ini pihak bank adalah sebagai lembaga yang memfasilitasi 
pembiayaan rumah yang diajukan oleh nasabah untuk kemudian di serahkan 
kepada developer. Menurut Karim (342: 2017) Pembiayaan KPR dengan akad 
istishna’ dilakukan dengan memesan terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi 
atau keinginan nasabah sehingga pada saat akad terjadi, barang atau bangunan 
yang dimaksud belum tersedia.  
Namun pada praktiknya, pembangunan KPR BTN Indent dengan akad 
istishna’ telah ditentukan dari pihak developer. Pembiayaan rumah atau KPR 
BTN Indent telah memiliki type tersendiri yang siap untuk ditawarkan kepada 
calon nasabah. Sehingga nasabah tidak tapat menentukan spesifikasi sesuai yang 
diinginkan.  
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian terhadap penerapan PSAK 104 . Dengan dikeluarkannya PSAK 104 
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yang mengatur mengenai istishna’merupakan salah satu proses evaluasi apakah 
sistem yang ada di BTN Syariah KCP Surakarta telah sesuai atau patuh dengan 
PSAK 104. 
Berangkat dari pemaparan ini, maka penulis akan menganalisis apakah 
lembaga keuangan syariah ini menerapkan sistem akuntansi dalam transaksi 
pembiayaan Istishna’yang sesuai dengan PSAK 104, sehingga dalam penelitian 
ini penulis mengambil judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan 
Istishna’ Berdasarkan PSAK 104 Terhadap KPR BTN Indent” (Studi Pada 
BTN KCS Surakarta). 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi 
masalah dari penelitian ini yaitu bank syariah sebagai lembaga keuangan yang 
telah menerapkan akad istishna’ harus mencatat transaksi istishna’ berdasarkan 
PSAK 104. Namun pada kenyataannya masih terdapat bank syariah yang belum 
melaporkan pembiayaan istishna’ sesuai dengan PSAK 104. 
 
1.3.  Batasan Masalah 
Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah 
dan sasaran penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya pada 
produk pembiayaan KPR BTN Indent dan  penerapan akuntansi yang meliputi 
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam transaksi 
pembiayaan istishna’ dibandingkan dengan standar akuntansi syariah menurut 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  (PSAK) No. 104. 
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1.4. Rumusan Masalah 
 
Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi bahasan 
dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan istishna’ 
terhadap  KPR BTN Indent IB di BTN KCS Surakarta jika disesuaikan dengan 
PSAK 104? 
1.5. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan 
istishna’ terhadap KPR BTN Indent di BTN KCS Surakarta jika disesuaikan  
dengan PSAK 104. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi: 
1. Penulis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
penulis mengenai PSAK 104 terkait pembiayaan istishna’ dalam teori 
maupun praktik. 
2. Sivitas Akademika 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pengembangan teori 
bagi peneliti selanjutnya.  
3. Bank Syariah 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam peningkatan  
penerapan PSAK 104 pembiayaan istishna’ dalam rangka meningkatkan 
kepercayaan masyarakat. 
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1.6. Hasil Penelitian yang Relevan 
Tabel 1.2 
Penelitian Terdahulu yang Relevan 
 
No. Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1. Aminulloh 
(2015) 
Perekayasaan 
Akuntansi Istishna’ 
Pada Produk 
Pembiayaan 
Apartemen  
Perekayasaan pencatatan yang 
dilakukan oleh Bank Syariah 
X dikarenakan pencairan dana 
didasarkan pada dokumen 
adalah sebagai jalan tengah 
mengingat sulitnya 
mendapatkan rekan 
pengembang apabila pencairan 
data dilakukan sesuai PSAK 
104. 
2. Baehaqi 
(2012) 
Kendala dan 
Tantangan Penerapan 
PSAK 104 Akuntansi 
Istishna’pada Bank 
Syariah 
 
Penerapan PSAK Syariah 104 
tetang Akuntansi Istishna’ di 
bank syariah masih terkendala. 
Kendala dalam implementasi 
PSAK 104 adalah terkait 
pengakuan keuntungan. 
Kendala tersebut terjadi karena 
terdapat sudut pandang antara 
PSAK Syariah yang telah 
dikeluarkan oleh IAI dengan 
praktek perbankan syariah  
sehingga terjadi gap. Gap yang 
dimaksud adalah PSAK 
Syariah yang relevan dengan 
sektor riil sedangkan 
perbankan syariah adalah 
lembaga keuangan 
intermediari (sektor moneter). 
3. Yulianti  
(2016) 
Penerapan Fatwa DSN 
NO.06/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang 
Jual Beli Istishna’ 
Pada Pelaksanaan 
Akad Istishna Produk 
KPR Indent IB di 
Bank Tabungan 
Negara Syariah 
Cabang Bandung 
Hasil penelitian menunjukan 
bahwa ketentuan fatwa DSN-
MUI tentang barang sudah 
dijalankan oleh Bank 
Tabungan Negara Syari’ah 
Cabang Bandung, namun 
terkait dengan pembayaran ada 
yang belum sesuai yaitu dalam 
ketentuan pembayaran yang 
hanya membolehkan  
        Tabel berlanjut ... 
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Lanjutan tabel 1.2 
 
1.7. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara 
menggambarkan, menguraikan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata. 
Penelitian ini dilakukan di BTN KCS Surakarta. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini yaitu studi lapangan dengan menggunakan wawancara, dan 
dokumentasi. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan 
sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di BTN KCS 
Surakarta. Data sekunder diperoleh dari buku, literatur serta laporan keuangan 
yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisa data menggunakan teknik 
deskriptif dengan uji kredibilitas menggunakan teknik triangulasi. 
No. Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 
   pembayaran dengan uang dan 
tidak dengan alat tukar lainnya 
seperti emas batang, cek atau 
surat berhargadalam upaya 
menjalakan prinsip kehati-
hatian. 
4. Kamarudin 
(2014) 
The Islamic Home 
Financing In 
MalaysiaIstishna’ Base 
On Debt: 
QualitativeApproach 
Istishna’ dalam hal ini sebagai 
kontrak alternatif yang sesuai 
dengan hukum syariah yang 
perlu dimanfaatkan sebagai 
konstruksi. Dalam hal ini 
istishna’ menjadi salah satu 
industri penting pada era 
modern di malaysia. 
5. Borhan  
(2002) 
Istishna’ In Islamic 
Banking: Concept And 
Aplication 
Kontrak istishna’ sebagai salah 
satu metode investasi penting 
dalam perbankan syariah. 
Istishna’ dapat berperan penting 
dalam pembangunan ekonomi, 
dimana istishna’sangat 
direkomendasikan untuk 
barang-barang manufaktur. 
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1.8. Jadwal Penelitian 
Penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari 2019 hingga selesai. 
 
1.9. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifkasi masalah, batasan 
masalah,rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, jadwal penelitian, 
dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan teori-teori yang akan dijadikan sebagai acuan dalam 
menganalisis permasalahan untuk penelitian, penelitian yang relevan dan 
kerangka berfikir. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang desain penelitian, subyek penelitian, teknik 
pengumpulan data, teknik analisis data. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan dan hasil 
penelitian. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari serangkaian pembahasan dan saran. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Kajian Teori 
 
2.1.1. Pengertian Pembiayaan 
 
Menurut Undang Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan 
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang 
dibiayai untukmengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan dalam perbankan syariah, 
diberikan kepada pihaknasabah dan berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan 
yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam (Soemitra, 2009: 350). 
Menurut Karim (2017: 333) pembiayaan atau financing, merupakan 
transaksi penyediaan dana maupun barang serta berbagai fasilitas lainnya kepada 
pihak lain yang dilakukan sesuai dengan syariah dan Standar Akuntansi Syariah. 
Muhammad (2005 :16) menyatakan bahwa, secara umum tujuan dari pembiayaan 
dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu: 
1. Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro. Secara makro tujuan pembiayaan 
adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tersedianya dana bagi 
peningkatan usaha, peningkatan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, 
terjadinya distribusi pendapatan. 
2. Tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara mikro tujuan pembiayaan 
adalah untuk memaksimalkan laba, meminimkan risiko, pendayagunaan 
sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana. 
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Sedangkan jenis-jenis pembiayaan menurut Ismail (2013:113) dilihat dari tujuan 
penggunaanya, pembiayaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: (a) Pembiayaan 
Investasi, (b) Pembiayaan Modal Kerja, dan (c) Pembiayaan Konsumsi.  
 
2.2 Pembiayaan Istishna’ 
2.2.1 Pengertian Pembiayaan Istishna’ 
Secara bahasa, istishna’ berasal dari kata membuat, kemudian ditambah 
dengan huruf alif, sin, dan ta’ menjadi istishna’ yang berarti meminta dibuatkan 
sesuatu. Sehingga istishna’ secara bahasa memiliki makna bahwa akad istishna’ 
merupakan sebuah akad yang memberikan kesempatan pihak lain untuk membuat 
sesuatu, memproduksi sesuatu atas pesanan pihak lain. Sehingga kontrak istishna’ 
seringkali digunakan untuk pembuatan barang tertentu yang dikehendaki oleh 
pemesan (Masjupri, 2013: 147).  
Istishna’ merupakan salah satu bentuk pembiayaan jual beli. Menurut IAI 
(2007: 2) jual beli istishna’ adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan 
pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang 
disepakati antara penjual (shani’) dan pemesan (mustashni’). Sedangkan istishna’ 
pararel adalah suatu akad istishna’ antara pemesan (pembeli, mustashni) dengan 
penjual (pembuat, shani’) dan untun memenuhi kebutuhan barang yang di perjual 
belikan maka penjual memerlukan pihak lain sebagai shani’. 
Menurut Karim (2017 :125) Pembiayaan istishna’ pada dasarnya 
merupakan transaksi jual beli dengan cicilan yang mirip dengan transaksi 
murabahah muajjal. Namun berbeda dengan jual beli murabahah dimana dalam 
transaksinya barang diserahkan pada awal kontrak dan pembayaran dapat 
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dilakukan secara berangsur. Sedangkan dalam jual beli istishna’ barang 
diserahkan dikemudian hari dan pembaayaran dilakukan dengan cicilan.  
Dengan demikian, metode pembayaran yang digunakan dalam jual beli 
murabahah dan istishna’ adalah sama, yakni sama-sama dibayarkan dengan 
cicilan atau tangguh. Hal yang membedakan antara kedua pembiayaan ini terletak 
pada waktu penyerahan barang. Dimana, dalam pembiayaan murabahah  barang 
akan diserahkan dimuka, sedangkan pada pembiayaan istishna’ barang akan 
diserahkan ketika pesanan telah selesai dikerjakan (Karim, 2017: 126). 
 
2.2.2 Dasar Hukum Istishna’ 
Nurhayati dan Wasilah (2017: 218) menyebutkan bahwa terdapat ulama 
fiqh berpendapat, yang menjadi dasar diperbolehkannya transaksi istishna’adalah 
firman Allah yang terdapat pada beberapa ayat dibawah ini, yaitu: 
1. QS. Al-Baqarah, ayat 282 
                            ...   
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamubermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan,hendaklah kamu menuliskannya......”  
 
2.   QS. Al-Baqarah, ayat: 275 
       .... 
Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkanriba” 
Selain dari firman Allah yang telah disebutkan diatas, Amr bin Auf 
berkata: 
“perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan 
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kaum muslimin terikat dengan syarat-styarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi) 
Abu Sa’id al-Khudri berkata: “tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun 
orang lain.” (HR Ibnu Majah, Daruquthni, dan yang lain). 
 
Maksudnya dalam melakukan setiap transaksi istishna’ harus didasarkan pada 
kebenaran yang terjadi sehingga tidak akan membahayakan diri sendiri maupun 
orang lain. 
2.2.3 Rukun dan Ketentuan Akad Istishna’ 
Menurut Nurhayati & Wasilah (2017: 219) terdapat tiga rukun dalam 
pembiayaan istishna’, yaitu: 
1. Pelaku terdiri atas pemesan (pembeli/ mustashni’) dan pemjual (pembuat/ 
shani’) 
2. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istishna’ yang 
berbentuk harga 
3. Ijab kabul/ serah terima. 
Selain itu, dalam pelaksanaan pembiayaan istishna’ terdapat beberapa 
ketentuan syariah yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu: 
1. Pelaku, dalam melaksanakan pembiayaan istishna’ pelaku yang terlibat harus 
cakap hukum dan baligh. 
2. Objek akad 
a. Terdapat beberapa ketentuan dalam pembayaran istishna, yaitu: 
1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya. 
2) Harga yang telah menjadi kesepakatan awal pada saat kontrak dibuat 
tidak dapat diubah. 
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3) Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan awal. 
4) Pembayaran tidak berupa pembebasan utang. 
b. Ketentuan tentang barang dalam pembiayaan istishna’ adalah sebagai 
berikut: 
1) Barang pesanan harus dilengkapi dengan spesifikasi yang jelas, baik 
jenis, ukuran maupun kualitasnya sehingga tidak ada perselisihan 
pada saat pembiayaan berlangsung. 
2) Barang yang telah dipesan akan diserahkan di kemudian hari. 
3) Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan awal. 
4) Barang pesanan yang belum diterima oleh pemesan tidak dibolehkan 
untuk dijual. 
5) Tidak diperbolehkan untuk menukar barang kecuali dengan barang 
sejenis berdasarkan kesepakatan. 
6) Apabila terjadi kesalahan atau cacat sehingga barang tidak sesuai 
dengan pesanan awal, maka pemesan memiliki hak khiyar (hak 
memilih) untuk melanjutkan akad. 
7) Apabila pesanan telah dikerjakan, maka hukumnya mengikat 
sehingga tidak dapat dibatalkan. 
 
3. Ijab kabul 
Ijab kabul merupakan suatu pernyataan atau kesepakatan yang 
didasari oleh rasa saling rido atau rela yang dilakukan oleh kedua belah 
pihak baik secara lisan maupun tertulis (Nurhayati & Wasilah, 2017: 219). 
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2.2.4 Jenis Pembiayaan Istishna’ 
Menurut Nurhayati dan Wasilah ( 2017: 216) terdapat dua jenis akad 
istishna’ yaitu: 
1. Istishna’ sebagai akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang 
tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara 
pemesan (mustashni) dan penjual (shani’). 
Gambar 2.1 
Skema Istishna’ 
 
a 
b 
c 
   
Dimana:  
a. Penjual melakukan akad dengan pembeli 
b. Barang diserahkan kepada pembeli 
c. Pembayaran dilakukan oleh pembeli 
 
2. Istishna’ paralel, yaitu bentuk akad istishna’ antara penjual dan pemesan, 
dimana untuk memenuhi kebutuhan pemesan penjual harus bekerja sama 
dengan pihak lain yang dapat memenuhi kebutuhan pemesan. 
Gambar 2.2 
Skema Istishna’ Paralel 
 
a 
d 
e 
 
 
    b       c 
 
Pembeli Penjual 
Pembeli Penjual 
Produsen/ pemasok 
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Dimana: 
a. Penjual dan pembeli melakukan akad istishna’ 
b. Penjual memesan dan membeli pada produsen/ pemasok 
c. Barang diserahkan oleh produsen ke penjual 
d. Penjual menyerahkan barang ke pembeli 
e. Pembayaran dilakukan oleh pembeli. 
Dalam pembiayaan istishna’ ini, bank berperan sebagai penjual dan nasabah 
berperan sebagai pembeli, sedangkan pada pembiayaan istishna’ pararel bank 
memiliki peran sebagai pembeli yang membeli atau memesan barang kepada 
produsen atau developer karena pada umumnya pembiayaan istishna’ digunakan 
untuk produk manufaktur, seperti kontruksi, pembangunan rumah, gedung dan 
sebagainya (Yaya, 2013:254).  
 
2.2.5 Prinsip Pembiayaan Istishna’ 
Menurut Karim (2017: 337) prinsip akuntansi untuk 
pembiayaanistishna’antara lain: 
1. Istishna’ merupakan transaksi penyediaan barang melalui pemesanan 
pembuatan barang dengan metode pembayaran berdasarkan kesepakatan 
kedua belah pihak (bank dan nasabah). 
2. Proses pengadaan barang harus dilakukan oleh pihak bank, jika bank akan 
mewakilkan kepada nasabah. 
3. Apabila barang yang dipesan tidak sesuai baik kualitas, kuantitas atau dalam 
proses pengerjaannya, pihak nasabah berhak untuk membatalkan akad, atau 
meminta ganti barang tersebut dengan barang yang telah disepakati. 
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4. Apabila penyerahan barang kepada nasabah dengan kualitas lebih tinggi dan 
diterima oleh nasabah maka bank tidak dapat meminta tambahan atau 
kenaikan harga. 
5. Apabila penyerahan barang kepada nasabah dengan kualitas rendah dan 
nasabah juga menerimanya, maka pihak nasabah tidak boleh meminta 
penurunan harga. 
6. Pembiayaan istishna’merupakan proses pengadaan barang yang disebut 
sebagai aktiva dalam penyelesaian yang dilakukan secara pararel yang di 
pesan oleh pihak nasabah. 
 
2.2.6 Berakhirnya Akad Istishna’ 
Menurut Nurhayati dan Wasilah (2017: 219) pembiayaan atau kontrak 
istishna’ dapat dikatakan berakhir apabila mengalami beberapa kondisi, 
diantaranya yaitu:  
1. Semua kewajiban yang disepakati oleh kedua belah pihak telah dipenuhi 
secara normal. 
2. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. 
3. Pembatalan hukum kontrak. Dimana hal ini dapat terjadi apabila muncul 
sebab-sebab untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya. 
 
2.3 Standar Akuntansi Keuangan 
Standar Akuntansi Keuangan merupakan pedoman atau peraturan umum 
yang dijabarkan dari laporam keuangan atau konsep teoritis akuntansi yang 
menjadi dasar dalam pengembangan teknik akuntansi. Standar akuntansi dapat 
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dikatakan sebagai pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang 
dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. 
Standar akuntansi pada umumnya berisi mengenai definisi, pengukuran, dan 
pengungkapan laporan keuangan. Karena pada dasarnya akuntansi selalu 
dilandaskan pada pencatatan keuangan (Mandala, 2004: 65). 
Menurut IAI (2007) Standar Akuntansi Keuangan adalah Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi 
Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia 
(DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS 
IAI).Oleh karena itu, standar akuntansi merupakan pernyataan resmi yang 
dikelurkan oleh badan berwenang. Sehingga standar akuntansi termasuk dalam 
prinsip akuntansi berterima umum. Standar akuntansi memberikan aturan-aturan 
umum yang bersifat praktis untuk membantu pekerjaan akuntan (Ghozali dan 
Chariri, 2007: 209). 
 
2.4  PSAK 104  
2.4.1 Pengertian PSAK 104 
PSAK 104 merupakan pernyataan yang mengatur mengenai pengakuan, 
pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi istishna’. Selain itu PSAK 
104 juga mengatur mengenai ketentuan akuntansi bagi transaksi istishna paralel. 
Dimana, PSAK 104 ini merupakan suatu pernyataan atau standar yang 
diperuntukkan bagi lembaga keuangan syariah yang telah menerapkan 
pembiayaan istishna’ dalam kegiatan operasionalnya (IAI, 2017). 
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2.4.2 Perlakuan Akuntansi PSAK 104 
Menurut IAI (2017) perlakuan akuntansi pembiayaan istishna’ dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk 
pembeli. Dalam setiap transaksi baik untu penjual maupun pembeli, terdapat 
standar-standar tertentu yang harus di patuhi dalam mencatat elemen-elemen yang 
berkaitan dengan transaksi akuntansi istishna’. Perlakuan akuntansi istishna’ yang 
terdapat dalam PSAK 104 mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian 
dan pengungkapan.  
Menurut Suwardjono (2014: 194) pengakuan merupakan suatu penyajian 
informasi yang dijadikan sebagai ciri khusus dalam pelaporan keuangan. 
Pengukuran merupakan penentuan suatu jumlah (rupiah) yang akan dicantumkan 
dalam laporan keuangan. Selain pengakuan dan pengukuran, dalam PSAK 104 
juga mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan pembiayaan istishna’.  
Penyajian merupakan suatu penetapan tentang cara melaporkan elemen 
atau pos dalam suatu laporan keuangan. Sedangkan pengungkapan merupakan 
suatu hal yang berkaitan dengan penjelasan informasi yang dianggap penting dan 
bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Berikut merupakan elemen-elemen 
yang diatur dalam PSAK 104 terkait dengan pembiayaan istishna’: 
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Tabel 2.3 
Perlakuan Akuntansi Istishna’ Berdasarkan PSAK 104 
 
Perlakuan 
Akuntansi 
Akuntansi Untuk Penjual Akuntansi Untuk 
Pembeli 
 
Pengakuan dan 
Pengukuran 
Piutang Istishna’ 
Tagihan setiap termin kepada 
pembeli diakui sebagai piutang 
istishna’ dan termin istishna’ 
pada pos lawannya. 
 
 
 
 
Pendapatan Istishna’ dan 
Istishna’ Paralel 
Pendapatan istishna’ diakui 
dengan menggunakan metode 
persentase penyelesaian atau 
metode akad selesai. Akad 
dikatakan selesai jika proses 
pembuatan barang pesanan 
selesai dan diserahkan kepada 
pembeli. 
 
Jika metode persentase 
penyelesaian digunakan, 
maka: 
1. Bagian nilai akad yang 
sebanding dengan pekerjaan 
yang telah diselesaikan 
dalam periode tersebut 
diakuisebagai pendapatan 
istishna’ pada periode yang 
bersangkutan. 
2. Bagian margin keuntungan 
istishna’ yang diakui selama 
periode pelaporan 
ditambahkan kepada aset 
istishna’ dalam penyelesaian; 
dan 
 
1. Pembeli mengakui aset 
istishna’ dalam 
penyelesaian sebesar 
jumlah termin yang 
ditagih oleh penjual dan 
sekaligus mengakui 
hutang istishna’ kepada 
penjual. 
 
2. Aset istishna’ yang 
diperoleh melalui 
transaksi istishna’ 
dengan pembayaran 
tangguh lebih dari satu 
tahun diakui sebesar 
biaya perolehan tunai. 
Selisih antara harga 
beli yang disepakati 
dalam akad istishna’ 
tangguh danbiaya 
perolehan tunai diakui 
sebagai beban istishna’ 
tangguhan. 
 
3. Beban istishna’ 
tangguhan diamortisasi 
secara proporsional 
sesuai dengan porsi 
pelunasan hutang 
istishna’. 
4. Jika barang pesanan 
terlambat diserahkan 
karena kelalaian atau 
kesalahan penjual dan 
mengakibatkan 
kerugian pembeli, 
maka kerugian itu 
dikurangkan dari  
               Tabel berlanjut... 
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Lanjutan tabel 2.3 
Perlakuan 
akuntansi 
Akuntansi Untuk Penjual Akuntansi Untuk 
Pembeli 
 2. Pada akhir periode harga 
pokok istishna’ diakui sebesar 
biaya istishna’ yang telah 
dikeluar kan sampai dengan 
periode tersebut. 
 
Istishna’ dengan Pembayaran 
Tangguh 
Apabila menggunakan metode 
persentase penyelesaian dan 
proses pelunasan dilakukan dalam 
periode lebih darisatu tahun 
setelah penyerahan barang 
pesanan, maka pengakuan 
pendapatan dibagi menjadi dua 
bagian, yaitu: 
1. Margin keuntungan pembuatan 
barang pesanan yang dihitung 
apabila istishna’ dilakukan 
secara tunai,diakui sesuai 
persentase penyelesaian; dan 
2. Selisih antara nilai akad dan 
nilai tunai pada saat penyerahan 
diakui selama periode 
pelunasan secara proporsional 
sesuai dengan jumlah 
pembayaran.  
 
Jika menggunakan metode akad 
selesai dan proses pelunasan 
dilakukan dalam periode lebih dari 
satu tahun setelah penyerahan 
barang pesanan, maka pengakuan 
pendapatan dibagi menjadi dua 
bagian, yaitu: 
garansi penyelesaian 
proyek yang telah 
diserahkan penjual. 
Jika kerugian tersebut 
melebihi garansi 
penyelesaian proyek, 
maka selisihnya akan 
diakui sebagai 
piutang jatuh tempo 
kepada penjual dan 
jikadiperlukan 
dibentuk penyisihan 
kerugian piutang. 
5. Jika pembeli menolak 
menerima barang 
pesanan karena tidak 
sesuai dengan 
spesifikasi dan tidak 
memperoleh kembali 
seluruh jumlah uang 
yang telah dibayarkan 
kepada penjual, maka 
jumlah yang belum 
diperoleh kembali 
diakui sebagai 
piutang jatuh tempo 
kepada penjual dan 
jika diperlukan 
dibentuk penyisihan 
kerugian piutang. 
6. Jika pembeli 
menerima barang 
pesanan yang tidak 
sesuai dengan 
spesifikasi, maka 
barang pesanan 
tersebut diukur 
dengan nilai yang 
lebih rendah antara  
                Tabel berlanjut... 
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Lanjutan tabel 2.3  
Perlakuan 
Akuntansi 
Akuntansi Untuk Penjual Akuntansi Untuk 
Pembeli 
 1. Margin keuntungan pembuatan 
barang pesanan yang dihitung 
apabila istishna’ dilakukan 
secara tunai, diakui pada saat 
penyerahan barang pesanan; 
dan 
2. Selisih antara nilai akad dan 
nilai tunai pada saat 
penyerahan diakui selama 
periode pelunasan secara 
proporsional sesuai dengan 
jumlah pembayaran.  
 
Biaya Perolehan Istishna’ 
Biaya perolehan istishna’ terdiri 
dari: 
1. biaya langsung yaitu bahan 
baku dan tenaga kerjalangsung 
untuk membuat barang pesanan; 
dan 
2. biaya tidak langsung adalah 
biaya overhead,termasuk biaya 
akad dan praakad. 
 
Biaya Perolehan Istishna’ 
Paralel 
Biaya istishna’ paralel terdiri dari: 
1. biaya perolehan barang pesanan 
sebesar tagihan produsen atau 
kontraktor kepada entitas; 
2. biaya tidak langsung adalah 
biaya overhead,termasuk biaya 
akad dan praakad; dan 
3. semua biaya akibat produsen 
atau kontraktor tidak dapat 
memenuhi kewajibannya, jika 
ada. 
Biaya perolehan istishna’ paralel 
diakui sebagai aset istishna’ dalam  
Nilai wajar dan biaya 
perolehan. Selisih 
yang terjadi diakui 
sebagai kerugian 
pada periode 
berjalan. 
3. Dalam istishna’ 
paralel, jika pembeli 
menolak menerima 
barang pesanan 
karena tidak sesuai 
dengan spesifikasi 
yang disepakati, 
maka barang pesanan 
diukur dengan nilai 
yang lebih rendah 
antara nilai wajar dan 
harga pokok 
istishna’.  
                Tabel berlanjut... 
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Lanjutan tabel 2.3 
Perlakuan 
Akuntansi 
Akuntansi Untuk Penjual Akuntansi Untuk 
Pembeli 
 penyelesaian pada saat 
diterimanya tagihan dari produsen 
atau kontraktor sebesar jumlah 
tagihan. 
Penyelesaian Awal 
Jika pembeli melakukan 
pembayaran sebelum tanggal 
jatuh tempo dan penjual 
memberikan potongan, maka 
potongan tersebut sebagai 
pengurang pendapatan 
istishna’. 
 
Pengakuan Taksiran Rugi 
Jika besar kemungkinan terjadi 
bahwa total biaya perolehan 
istishna’ akan melebihi 
pendapatan istishna’,taksiran 
kerugian harus segera diakui. 
 
 
Penyajian 1. Piutang istishna’ yang berasal 
dari transaksi istishna’ sebesar 
jumlah yang belum dilunasi 
oleh pembeli  akhir. 
2. Termin istishna’ yang berasal 
dari transaksi istishna’ sebesar 
jumlah tagihan termin penjual 
kepada pembeli akhir 
1. utang istishna’ 
sebesar tagihan dari 
produsen atau 
kontraktor yang 
belum dilunasi. 
2. Aset istishna’ dalam 
penyelesaian sebesar: 
a. persentase 
penyele saian dari 
nilai kontrak 
penjualan kepada 
pembeli akhir, 
jika istishna’ 
paralel; atau 
b. kapitalisasi biaya  
perolehan. 
Pengungkapan  Penjual mengungkapkan transaksi 
istishna’ tidak terbatas bada: 
1. Metode akuntansi yang 
digunakan dalam pengukuran  
Pembeli mengungkap 
kan transaksi istishna’ 
tidak terbatas bada: 
1. Rincian utang  
                Tabel berlanjut... 
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Lanjutan tabel 2.3 
Perlakuan 
Akuntansi 
Akuntansi Untuk Penjual Akuntansi Untuk 
Pembeli 
 pendapatan istishna’. 
2. Metode yang digunakan 
dalam penentuan persentase 
penyelesaian kontrak yang 
sedang berjalan 
3. Rincian piutang istishna’ 
berdasarkan jumlah jangka 
waktu dan kualitas piutang 
4. Pengungkapan yang 
diperlukan sesuai PSAK 101: 
Penyajian Laporan Keuangan 
Syariah 
istishna’ berdasarkan 
jumlah dan jangka 
waktu 
2. Pengungkapan yang 
diperlukan sesuai 
PSAK 101: Penyajian 
Laporan Keuangan 
Syariah 
Sumber: IAI(2017) 
 
2.5 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
2.5.1 Pengertian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan suatu fasilitas yang 
diberikan oleh perbankan kepada nasabah dalam hal perbaikan rumah atau 
kredit untuk meperoleh suatu hunian yang layak. KPR dalam perbankan 
Syariah disebut sebagai KPR syariah. KPR Syariah merupakan salah satu 
produk pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk  memenuhi 
sebagian atau keseluruhan kebutuhan untuk hunian dengan menerapkan prinsip 
jual beli sesuai hukum islam (Sapi’i dan setiawan, 2016). 
Pembayaran dalam KPR Syariah dilakukan secara angsuran dengan 
jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka. Pada saat awal kontrak KPR 
Syariah, harga jual telah ditetapkan dengan ditambah dengan margin 
keuntungan yang telah disepakati antar kedua belah pihak.  Pembiyaan rumah 
ini dapat  digunakan untuk membeli rumah (rumah, ruko, rukan, apartemen) 
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baru maupun bekas, membangun atau merenovasi rumah, dan untuk pengalihan 
pembiayaan KPR dari bank lain (Ibrahim, 2004). 
Di indonesia, saat ini dikenal terdapat dua jenis KPR: 
(http://www.bi.go.id)  
1. KPR subsidi, yaitu suatu kredit yang diperuntukkan untuk masyarakat dengan 
penghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan 
perumahan. Bentuk subsidi yang diberikan berupa: subsidi meringankan 
kredit dan subsidi pembangunan atau perbaikan rumah. Krdit subsidi diatur 
oleh pemerintah sehingga tidak setiap masyarakat yang diberikan kredit dapat 
diberikan fasilitas ini. Secara umum batasan yang ditetapkan oleh pemerintah 
dalam memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum 
kredit yang diberikan. 
2. KPR non subsidi, yaitu KPR yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. 
Dimana ketentuan dari KPR non subsidi ini ditentukan oleh pihak bank, 
sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai 
kebijakan bank. 
 
2.5.2 KPR BTN Indent 
KPR BTN Indent merupakan salah satu produk pembiayaan rumah 
yang diberikan oleh BTN Syariah KCP Surakarta. KPR BTN Indent termasuk 
dalam pembiayaan dengan sistem indent atau pesanan. KPR indent dapat 
digunakan bagi calon debitur untuk memiliki rumah yang belum sepenuhnya 
selesai (www.btn.co.id).  
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KPR BTN Indent merupakan produk pembiayaan yang menggunakan 
akad istishna’. Pada pembiayaan KPR BTN Indent ini pihak bank melakukan 
kerjasama dengan pihak pengembang untuk memenuhi pesanan nasabah. 
Dalam pelaksanaannya, penyerahan KPR BTN Indent dilakukan setelah 
pesanan selesai sedangkan untuk pembayaran KPR BTN Indent dilakukan 
dengan nilai tertentu yang disepakati pada awal kontrak pembiayaan 
(www.btn.co.id).  
 
2.6. Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir 
 
 
BTN KCS 
SURAKARTA 
Pembiayaan KPR Akad Istishna’ 
PSAK 104 
Belum Sesuai Sesuai 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut 
Moleong (2013: 9) penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan 
menggunakan metode seperti wawancara, observasi dan penelaahan dokumen, 
sehingga data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata 
bukan angka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian 
kualitatif untuk menganalisis terkait pembiayaan istishna’ pada BTN KCS 
Surakarta. 
 
3.2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan 
data sekunder. Data primer yang digunakan berupa data yang diperoleh dari 
hasil wawancara dengan karyawan BTN KCS Surakarta. Karyawan yang 
dijadikan informan dalam penelitian ini adalah manger selaku pimpinan, 
bagian akuntansi yang mencatat transaksi keuangan dan bagian pembiayaan 
untuk mengetahui prosedur pembiayaan istishna’. Sedangkan data sekunder 
diperoleh dari laporan keuangan, brosur, struktur organisasi serta dokumen 
terkait penelitian.  
 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.  
29 
 
1. Wawancara 
Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, artinya dalam penelitian 
ini peneliti melakukan wawancara namun ada umpan balik dari responden, 
sehingga peneliti dapat menanyakan kepada responden meskipun dalam 
pedoman wawancara tidak terdapat pertanyaan tersebut. Wawancara dalam 
penelitian ini dilakukan kepada pihak manager,bagian akuntansi, dan bagian 
pembiayaans BTN KCS Surakarta. 
Untuk menghindari adanya kehilangan informasi, peneliti meminta izin 
untuk menggunakan alat perekam selama kegiatan wawancara berlangsung. 
Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau 
memberikan gambaran secara sekilas mengenai latar belakang dari topik 
penelitian yang diangkat. 
2. Dokumentasi 
Dokumen yang digunakan dlam penelitian ini adalah informasi yang 
disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data soft file,  foto, brosur 
dan arsip lainnya yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan istishna’ pada 
BTN KCS Surakarta. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi dapat 
digunakan sebagai bukti pendukung sehingga informasi yang diperoleh dapat 
lebih akurat.  
 
3.4. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 
Dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi akan 
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriprif untuk kemudian 
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akan dilakukan uji kredibilitas dengan menggunakan teknik triangulasi. 
Teknik analisis data dilakukan secara sistematis sehingga dapat ditarik 
kesimpulan agar mudah dipahami oleh semua pengguna informasi. 
 Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses pencarian dan 
penyusunan yang dilakukan secara bertahap dari data yang diperoleh melalui 
hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi, dengan cara menyusun 
secara sistematis sehingga dapat diketahui bagian mana yang penting untuk 
kemudian dipelajari sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan agar mudah 
dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2017: 334) 
Terdapat beberapa cara yang penulis gunakan dalam menganalisis 
data. Dimana, langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data dimulai 
dari pengumpulan data, reduksi data, display data kemudian penarikan 
kesimpulan. Berikut merupakan bagan atau gambaran dari langkah-langkah 
analisis data (Sugiyono 2017: 338) : 
Gambar 3.1 
Komponen Analisis Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 
Collection 
Conclusion 
Drawing 
Data 
Display 
Data 
Reduction 
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1. Pengumpulan data (Data Collection) 
Peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari data primer 
dan data skunder yaitu berasal dari hasil wawancara, dokumentasi, laporan 
keuangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. 
2. Reduksi data (Data Reduction) 
Reduksi data dilakukan dengan cara memilah atau merangkum 
informasi yang penting dan diperlukan dalam penelitian. Reduksi data 
dilakukan karena banyaknya informasi yang diperoleh dari lapangan, sehingga 
harus dilakukan penyederhanaan agar memudahkan peneliti dalam 
menganalisis data. 
3. Sajian data (Data Display) 
Setelah data selesai direduksi, maka data harus disajikan. Sajian data 
dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang 
sebenarnya terjadi. Sajian data terdiri dari beberapa informasi yang 
memungkinkan menjadi kesimpulan penelitian. Sajian data dapat berupa 
uraian singkat, bagan, matriks, dan table. Semua di susun secara sistematis 
guna mempermudah pemahaman informasi. 
4. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing) 
Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari suatu proses 
penelitian. Dimana, kesimpulan diharapkan mampu menjawab masalah yang 
telah dipaparkan sejak awal penelitian. Penarikan kesimpulan tidak dapat 
terlepas dari proses sebelumnya, karena dalam hal ini penarikan kesimpulan 
berdasarkan pada seluruh data yang diperoleh dan proses yang telah dilalui.  
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3.5. Uji Kredibilitas Data 
Peneliti menggunakan pengujian kredibilitas data dengan 
menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah 
triangulasi sumber dan teknik. Dimana, triangulasi sumber dilakukan dengan 
membandingkan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda. 
Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil 
wawancara, maupun dokumtasi dengan bukti lain seperti laporan keuangan 
(Sugiyono, 2017: 373). 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang digunakan dalam 
analisis data pada BTN KCS Surakarta: 
1. Mengumpulkan berbagai data hasil wawancara dan dokumentasi dengan 
karyawan BTN Syariah KCP Surakarta. 
2. Mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian 
mengenai akuntansi pembiayaan Istishna’. 
3. Melakukan transkip hasil wawancara. 
4. Peneliti mereduksi data yang diperoleh. 
5. Menganalisis data yang diperoleh dari BTN Syariah KCP Surakarta. 
6. Penarikan kesimpulan dan memberikan saran dari hasil penelitian. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
1.1. Gambaran Umum 
 
1.1.1. Bank BTN Syariah Sebagai Unit Usaha Syariah 
 
Pendirian UUS merupakan salah satu syarat wajib yang harus dilakukan 
oleh Bank konvensional yang ingin memberikan layanan berdasarkan prinsip 
syariah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang 
dimaksud dengan UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum 
Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang 
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Bank BTN Syariah 
merupakan salah satu Unit Usaha Syariah yang masih menginduk pada Bank 
Konvensional.  
Bank BTN sebagai Bank Umum Konvensional belum melakukan 
pemisahan (spin-off) terhadap UUS yang dimilikinya menjadi Bank Umum 
Syariah (BUS). Sehingga tidak ada pemisahan (spin-off) antara Bank Umum 
Konvensional dengan Unit Usaha Syariah. Pemisahan (spin-off) UUS Bank 
Umum Konvensional merupakan pemisahan UUS dari Bank induknya menjadi 
Bank Umum Syariah yang berbadan hukum sendiri yang mandiri dan independent 
termasuk dalam pembuatan laporan keuangannya. Sehingga dalam hal ini laporan 
keuangan terpusat yang disusun oleh Bank BTN Syariah masih bergabung dengan 
laporan keuangan Bank BTN Konvensional.  
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4.1.2. Sejarah BTN Syariah KCS Surakarta 
BTN Syariah sebagai Strategic Bussiness Unit (SBU) dari Bank BTN yang 
menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 
Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariahpertama di Jakarta. 
Perkembangan perbankan Syariah yang semakin pesat menuntut Bank BTN untuk 
membuka Kantor Cabang Syariah di kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya 
yaitu Surakarta. Surakarta merupakan kota kelima dalam hal pendirian kantor 
cabang Syariah sejak pendirian Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta.   
Potensi dan perkembangan ekonomi Kota Surakarta yang cukup baik 
menjadi salah satu alasan berdirinya Bank BTN Kantor Cabang Syariah pada 
Januari 2006, oleh Direktur Utama Bank BTN saat itu, Bapak Kodradi. Acara 
seremoni pembukaan Bank BTN KCS Surakarta dihadiri oleh Walikota Surakarta, 
Masyarakat, Majelis Ulama Indonesia Wilayah Solo, dan pejabat-pejabat wilayah 
Solo lainnya.BTN KCS Surakarta beralamat di Jalan Brigjen Jenderal Slamet 
Riyadi No. 332, Sriwedari, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Hingga saat 
ini bank BTN Syariah sudah berdiri lebih dari 12 tahun di Surakarta dengan 
mengalami berbagai kemajuan dan perkembangan. 
 
4.1.3. Visi dan Misi BTN Syariah  
 Visi BTN KCS Surakarta adalah menjadi strategic Business Unit BTN 
yang sehat dan terkemuka dan penyediaan jasa keuangan syariah dan 
mengutamakan kemaslahatan bersama.Kemudian, agar visi yang dimiliki dapat 
tercapai, diperlukan misi. Berikut merupakan misi dari Bank BTN Syariah: 
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1. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN. 
2. Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam 
pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait 
sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa 
pasar yang diharapkan.  
3. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah 
sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan 
lingkungan usaha serta meningkatkan shareholders value.  
4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap stakeholders 
serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah. 
 
4.1.4. Struktur Organisasi 
Sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum, dalam kegiatan 
usahanya Bank BTN KCS Surakarta harus memiliki struktur organisasi yang 
jelas.Dimana struktur organisasi merupakan suatu hubungan fungsional yang 
mengatur tanggung jawab dan kewenangan setiap personil didalam melakukan 
tugas dan batas tanggung jawab masing-masing personil. Adapun struktur 
organisasi yang terdapat pada bank BTN dan Bank BTN KCS Surakarta dapat 
dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4.1 
Struktur Organisasi BTNSyariah KCS Surakarta 
 
 
Sumber: BTN Syariah KCS Surakarta 
 
1. Branch Manager (Kepala Cabang)  
Kepala Cabang mempunyai tugas mengawasi kepala bagian operasi, kepala 
bagian penjualan dan pelayanan dan bagian keuangan   
2. Operation Head (Kepala Bagian Operasi) 
Mempunyai tugas untuk mengawasi kinerja bagian administrasi keuangan 
dankepala bagian kas.  
3. Retail Service Head (Kepala Bagian Penjualan dan Pelayanan) 
Mempunyai tugas untuk mengawasi kinerja bagian teller, pelayanan, 
keuangan.  
4. Accounting (Pembukuan) 
Bagian pembukuan bertugas di bagian pembukuan dan laporan keuangan. 
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4.1.5. Produk BTN Kantor Cabang Syariah Surakarta 
Sebagai lembaga keuangan yang telah berdiri lebih dari 12 tahun, tentunya 
Bank BTN KCS Surakarta mengalami banyak perkembangan. Banyak produk-
produk yang ditawarkan oleh BTN KCS Surakarta, diantaranya yaitu: 
1. Produk Dana 
Produk dana yang ditawarkan oleh BTN Syariah meliputi Tabungan, 
Deposito dan Giro. Produk-produk Tabungan yang ditawarkan seperti 
Tabungan BTN Batara IB, Tabungan BTN Prima IB, Tabungan BTN Haji 
dan Umroh, Tabungan BTN Qurban IB, Tabungan BTN Tabunganku, 
Tabungan BTN Simpanan Pelajar IB, dan Tabungan BTN Emas IB. 
Sedangkan Produk Deposito adalah Deposito BTN Ib, dan produk Giro 
adalah Giro BTN IB dan Giro BTN Prima IB. 
2. Pembiayaan Konsumer 
Pembiayaan consumer yang di berikan oleh BTN Syariah meliputi 
pembiayaan perumahan dan non perumahan. Dimana terdapat beberapa 
pembiayaan perumahan diantaranya yaitu: 
a. KPR BTN Platinum IB 
KPR BTN Platinum IB hadir sebagai solusi bagi kepemilikan 
rumah , ruko, hingga apartemen yang menjadi idaman karena prosesnya 
yang cepat, uang muka yang ringan serta angsuran yang tetap selama 
jangka waktu pembiayaan. Dalam pembiayaan rumah KPR BTN 
Platinum IB akad yang digunakan yaitu akad Murabahah( jual beli). 
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b. KPR BTN Indent iB 
KPR BTN Indent iB merupakan fasiilitas pembiayaan ntuk 
memiliki hunian rumah, ruko, rukan, rusu, atau apartement berdasarkan 
pesanan melalui akad istishna’ (jual beli berdasarkan pesanan). 
c. Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB 
Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB merupakan pembiayaan yang 
dapat mewujudkan pembangunan rumah impian atau merenovasi hunian 
diatas lahan milik sendii sesuai rencana dan keinginan nasabah dengan 
menggunakan akad Murabahah (jual beli). 
d. Pembiayaan Properti BTN IB 
Pembiayaan Properti BTN IB merupakan pembiayaan yang 
dipeuntukkan bagi masyarakat yang menginginkan kepemilikan atas 
properti baru atau memerlukan pembiayaan ulang (refinancing) untuk 
properti yang telah dimiliki dengan menggunakan akad Musyarakah 
Mutanaqisah (kepemilikan asset bersama). 
e. KPR BTN Bersubsidi iB 
KPR BTN Bersubsidi iB merupakan pembiayaan yang ditujukan 
untuk program kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang 
bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat dalam rangka kemudahan kepemilikan rumah, dengan akad 
Murabahah (Jual beli). 
Selain pembiayaan perumahan, dalam pembiayaan komersial juga 
terdapat pembiayaan non perumahan. Diantaranya yaitu: 
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a. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB 
Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB merupakan solusi 
kepemilikan kendaraan roda dua atau roda empat dengan proses yang 
cepat dan administrasi yang mudah melalui akad Murabahah (jual beli). 
b. Pembiayaan Tunai Emas BTN iB 
Pembiayaan Tunai Emas BTN iB menjadi solusi atas kebutuhan 
dana untuk keperluan mendadak dengan cara menggadaikan emas yang 
dimiliki dengan proses yang cepat menggunakan adak Qard (gadai) 
disertai dengan surat gadai sebagai penyerahan mahrun untuk jaminan 
pengembalian seluruh atau sebagaian hutang nasabah kepada bank. 
c. Pembiayaan Emasku BTN iB 
Pembiayaan emasku BTN iB hadir sebagai solusi bagi nasabah 
yang ingin memiliki investasi dengan kepemilikan emas batangan 
bersertifikat Antam berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan 
akad Murabahah (jual beli). 
d. Pembiayaan Multimanfaat BTN iB 
Pembiayaan ini merupakan solusi bagi pegawai dan pensuiunan 
untuk keperluan pembelian jenis barang elektronik, furniture, dan 
kebutuhan lainnya tanpa menggunakan uang muka dengan jangka waktu 
pembiayaan hingga 10 tahun melalui akad Murabahah (jual beli). 
e. Pembiayaan Multijasa BTN iB 
Pembiayaan multijasa hadir untuk keperluan mendanai kebutuhan 
layanan jasa seperti pendidikan, kesehatan, wisata, umroh, dan 
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pernikahan dengan jangka waktu hingga 10 tahun menggunakan akad 
Kafalah bil Ujroh (Imbalan atas jasa penjaminan). 
 
3. Pembiayaan Komersial 
Pembiayaan komersial pada BTN Syariah KCS Surakarta terdiri atas 
pembiayaan usaha sebagai: 
a. Pembiayaan Kontruksi BTN iB 
Pembiayaan kontruksi BTN iB diperuntukkan bagi pebisnis guna 
membiayai kontruksi proyek seperti bangunan dan infrastruktur dengan 
menggunakan akad Musyarakah (kerjasama). 
b. Pembiayaan Investasi BTN iB 
Pembiayaan investasi ini hadir sebagao solusi bagi nasabah guna 
pembelian atau pengadaan barang investasi dengan menggunakan akad 
Murabahah (Penyediaan dana atau tagihan), Musyarakah (Akad 
penyediaan dana untuk kerja sama), atau istishna’ (akad penyediaan dana 
atau tagihan). 
 
c. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB 
Pembiayaan Modal Kerja ini hadir untuk memberikan solusi bagi 
nasabah guna untuk membiayai keperluan kerja nasabah dalam 
menjalankan bisnis dengan menggunakan akad kerjasama (Mudharabah 
atau Musyarakah). 
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4.2. Pembiayaan Istishna’ Pada BTN KCS Surakarta 
4.2.1 Mekanisme Pembiayaan Istishna’ 
Mekanisme pembiayaan istishna’ pada BTN KCS Surakarta dilaksanakan 
dengan menggunakan  sistem pesanan. Dimana dalam pembiayaan ini pihak bank 
akan bekerjasama dengan pemasok/supplier untuk memenuhi pesanan nasabah 
sehingga dalam pembiayaan istishna’ seringkali terdapat tiga pihak yang terlibat 
yaitu bank, nasabah, dan pemasok/supplier. Dalam pelaksanaan pembiayaan 
istishna’ nasabah memerlukan bank untuk memenuhi kebutuhan akan benda yang 
diinginkan.  
Pada pembiayaan istishna’ bank berperan sebagai pihak yang 
menyediakan dana untuk kemudian disalurkan kepada pihak produsen atau 
kontraktor guna memenuhi pesanan nasabah.  Dalam akad istishna’ juga terdapat 
suatu perjanjian tertulis, dimana dokumen tertulis ini berisikan mengenai 
ketentuan dari akad yang dilakukan serta kesepakatan dari dua belah pihak yang 
berakad. Akad istishna’ dinyatakan selesai apabila pihak nasabah sudah 
mengembalikan atau melakukan pelunasan terhadap kewajibannya kepada Bank 
BTN KCS Surakarta. Dalam pembiayaan ini, satu-satunya produk yang 
menggunakan akad istishna’ adalah produk KPR BTN Indent.  
Mekanisme atau proses pembiayaan istishna yang ada pada BTN KCS 
Surakarta adalah sebagai berikut: 
a. Nasabah datang ke BTN KCS Surakarta untuk melakukan pembiayaan 
istishna’. 
b. Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan. 
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c. Nasabah menyertakan berkas kelengkapan syarat permohonan yang telah 
ditetapkan oleh bank. Syarat-syarat permohonan tersebut meliputi: 
1) Data diri : foto berwarna ukuran 3x4 (suami-istri), fotocopy KTP suami-
istri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah, fotocopy NPWP. 
2) Data penghasilan  
a) Karyawan : Surat keterangan bekerja / SK pegawai (suami-istri), slip 
gaji 3 bulan terakhir (suami-istri), tabungan/ rekening koran 3 bulan, 
surat kuasa pemotongan gaji (SKPG) 
b) Wiraswasta : perizinan usaha (SIUP, TDP, HO, dll), laporan 
keuangan 3 bulan terakhir, tabungan/ rekening koran 3 bulan, foto 
usaha. 
3) Data agunan : RAB (Rencana Anggaran Biaya), layout/ design bangunan, 
fotocopy sertifikat rumah, IMB (Izin Mendirikan Bangunan). 
d. Nasabah melakukan wawancara terkait pembiayaan. 
e. Semua berkas dan informasi dari nasabah kemudian dibawa untuk melakukan 
cek dan collect data untuk kemudian diproses. 
f. Nasabah pembiayaan istishna’ melihat skema atau type bangunan dengan 
pihak developer. 
g. Setelah nasabah setuju dengan type bangunan yang telah di tentukan oleh 
pihak developer, nasabah sepakat untuk melanjutkan pembiayaan istishna’. 
h. Nasabah membayar dana sebelum akad atau biaya pra akad, sebagai berikut: 
1) Administrasi dan proses 
2) Notaris 
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3) Appraisal 
4) Surat Kuasa Membebankan Hak Tangguhan (SKMHT) 
5) Akla Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) 
6) Premi asuransi jiwa 
7) Premi asuransi kebakaran 
8) Saldo blokir angsuran terakhir. 
i. Setelah disetujui adanya pembiayaan dan dana  terbayarkan, maka bagian 
support pembiayaan akan melakukan akad pembiayaan istishna’ dengan 
nasabah. 
j.  Setelah dilakukan akad, maka bagian support pembiayaan bekerjasama 
dengan pihak developer untuk menyelesaikan pembangunan rumah sesuai 
kesepakatan. 
 
4.3. Pembahasan  
 
4.3.1 Analisis Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi 
Pembiayaan Istishna’ Terhadap KPR BTN Indent Pada BTN KCS 
Surakarta Berdasarkan PSAK No. 104 
Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 
Syariah (KDPPLKS) paragraf 109 disebutkan bahwa pengakuan (recognition)  
merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta 
kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam laporan posisi 
keuangan atau laporan laba rugi. Sedangkan pengukuran menurut KDPPLKS 
paragraf 127 merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan 
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memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan posisi keuangan dan 
laporan laba rugi.   
1. Pengakuan dan Pengukuran piutang Istishna’ 
Dalam PSAK No. 104 paragraf 23, dijelaskan bahwa tagihan untuk 
setiap termin kepada pembeli (nasabah) diakui sebagai piutang istishna’ dan 
termin istishna’ pada pos lawannya. Sedangkan pada paragraf 24 juga 
dijelaskan bahwa penagihan termin yang dilakukan oleh penjual dalam 
transaksi istishna’ dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan tidak 
selalu sesuai dengan persentase penyelesaian pembuatan barang pesanan. 
Pada praktiknya, Bank BTN KCS Surakarta mengakui piutang 
istishna’ pada saat terjadinya akad istishna’. Pencatatan yang dilakukan oleh 
Bank BTN Syariah  pada saat jatuh tempo pembayaran cicilan istishna’ yaitu 
diakui sebesar jumlah cicilan yang belum diterima oleh Bank BTN Syariah 
dan pencatatan dilakukan setiap bulan ketika nasabah membayarkan angsuran 
atau cicilan dengan besaran piutang pokok ditambah margin yang telah 
disepakati diawal, seperti yang di jelaskan oleh bapak Kiki selaku bagian 
akuntansi : 
“ Piutang istishna’ dicatat apabila nasabah membayar cicilan pada saat jatuh 
tempo setiap bulannya dan pencatatan dilakukan sebesar jumlah cicilan yang 
belum diterima oleh Bank yaitu sebesar piutang pokoknya ditambah dengan 
margin” 
 
Berdasarkan pemaparan diatas maka pengakuan dan pengukuran piutang 
istishna’ pada Bank BTN KCS Surakarta telah sesuai dengan PSAK 104. Hal 
ini sejalan dengan PSAK 104 paragraf 24 yang menyebutkan bahwa tagihan 
setiap termin kepada pembeli akhir diakui sebagai piutang istishna’. 
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2. Pengakuan dan Pengukuran pendapatan istishna’ 
Dalam PSAK No. 104 paragraf 17, pendapatan istishna’ dapat diakui 
dengan menggunakan dua metode, yaitu metode persentase penyelesaian atau 
metode akad selesai. Akad adalah selesai jika proses pembuatan barang 
pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Jika metode persentase 
penyelesaian digunakan dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih 
dari satu tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan 
pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 
a. Margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila 
istishna’ dilakukan secara tunai diakui sesuai persentase penyelesaian. 
b. Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui 
selama periode pelunasan secara proposional sesuai dengan jumlah 
pembayaran. 
Pada Bank BTN KCS Surakarta pencatatan pendapatan istishna’ 
diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian dan dilakukan 
ketika nasabah membayarkan angsuran atau cicilan setiap bulannya. 
Pendapatan dari cicilan istishna’pada Bank BTN Syariah dicatat sebesar nilai 
bersihnya dan diakui selama masa akad, yang didalamnya terdapat nilai porsi 
pokok serta nilai porsi margin. Hal ini dijelaskan oleh bapak Kiki selaku 
bagian akuntansi Bank BTN KCS Surakarta: 
“ Jadi disini pendapatannya sama, Bank BTN KCS Surakarta memperoleh 
pendapatan dari angsuran nasabah dan margin yang telah disepakati diawal 
akad”  
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Dari data diatas, Bank BTN KCS Surakarta dalam mengakui pendapatan 
istishna’ telah sesuai dengan PSAK 104 dimana di dalamnya disebutkan 
bahwa pendapatan istishna’ adalah total harga yang disepakati dalam akad 
antara penjual dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Selain itu, 
Bank BTN KCS Surakarta juga mengakui pendapatan istishna’ dengan 
menggunakan metode persentase penyelesaian.  
 
3. Pengakuan dan Pengukuran Biaya Perolehan Istishna’ 
Dalam PSAK No. 104 paragraf 25, disebutkan bahwa biaya perolehan 
istishna’ terdiri dari: 
1) Biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk 
membuat barang pesanan; dan 
2) Biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan 
praakad. 
 Pada paragraf 26 juga disebutkan bahwa biaya pra akad diakui sebagai 
beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna’ jika akad 
disepakati.  Namun pada Bank BTN KCS Surakarta biaya pra akad diakui 
sebagai pendapatan operasional Bank. Seperti yang dijelaskan oleh bapak 
Biki bagian akuntansi: 
“Biasanya untuk indent itu sendiri internal jadi maksudnya biaya itu untuk 
operasional kita, untuk proses masuknya pendapatan operasional kita, kalo 
biaya admin masuk pendapatan bank.” 
 
Hal ini belum sesuai dengan PSAK 104, dimana dalam PSAK 104 paragraf 
27 juga disebutkan bahwa biaya perolehan istishna’ yang terjadi selama 
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periode laporan keuangan diakui sebagai aset istishna’ dalam penyelesaian 
pada saat terjadinya. 
 
4.3.2 Analisis Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan Istishna’ 
Terhadap KPR BTN Indent di Bank BTN KCS Surakarta 
Berdasarkan PSAK No. 104 
Menurut Suwardjono (2014: 134) penyajian merupakan suatu penetapan 
tentang cara melaporkan elemen atau pos dalam suatu laporan keuangan agar 
lebih mudah dipahami.Dalam PSAK No. 104 paragraf 43, disebutkan bahwa 
penjual menyajikan laporan keuangan hal-hal sebagai berikut: 
a. Piutang istishna’ yang berasal dari transaksi istishna’ sebesar jumlah yang 
belum dilunasi oleh pembeli akhir. 
b. Termin istishna’ yang berasal dari transaksi istishna’ sebesar jumlah tagihan 
termin penjual kepada pembeli akhir. 
Bank BTN KCS Surakarta telah menyajikan piutang istishna’ sesuai dengan  
PSAK 104 namun pencatatan piutang istishna’ disesuaikan dengan kebijakan 
Bank BTN secara terpusat sehingga dalam laporan keuangannya piutang istishna’ 
disajikan dalam pos pembiayaan berbasis piutang. Hal ini belum sesuai dengan 
PSAK 104, yangmana penjual harus menyajikan dalam laporan keuangan sebagai 
piutang istishna’ dan termin istishna’. Sedangkan dalam laporan posisi 
keuangannya, Bank BTN Syariah menyajikan piutang istishna’ dalam pos 
pembiayaan berbasis piutang dan belum menyajikantermin istishna’. 
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4.3.3 Analisis Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Istishna’ 
Terhadap KPR BTN Indent di Bank BTN KCS Surakarta 
Berdasarkan PSAK No. 104 
Menurut Suwardjono (2014: 134) pengungkapan merupakan suatu hal 
yang berkaitan dengan penjelasan informasi yang dianggap penting dan 
bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam PSAK No. 104 paragraf 45, 
penjual mengungkapkan transaksi istishna’ dalam laporan keuangan tetapi tidak 
terbatas pada: 
1. Metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuranpendapatan kontrak 
istishna’; 
2. Metode yang digunakan dalam penentuan persentasepenyelesaian kontrak 
yang sedang berjalan; 
3. Rincian piutang istishna’ berdasarkan jumlah, jangkawaktu, dan kualitas 
piutang; 
4. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101: Penyajian Laporan 
Keuangan Syariah. 
Dalam penyusunan laporan keuangannya, Bank BTN KCS Surakarta masih 
menggunakan laporan keuangan terpusat, artinya kantor pusat yang menyusun 
laporan keuangan berdasarkan keseluruhan data yang masuk dari kantor cabang. 
Namun, pada laporan keuangannya bank BTN Syariah belum melakukan 
pengungkapan secara menyeluruh untuk pembiayaan syariahnya, hal ini belum 
sesuai dengan PSAK 104, karena Bank BTN Syariah hanya mengungkapkan 
rincian piutang istishna’ berdasarkan jenis transaksi dengan pihak-pihak berelasi, 
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sektor ekonomi, jangka waktu sesuai dengan perjanjian, sisa umur jatuh tempo 
dan kolektibilitas. Sehingga masih terdapat beberapa elemen yang belum 
diungkapakan dalam laporan keuangannya. 
Untuk pembahasan mengenai kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan 
istishna’ lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut: 
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Tabel 4.1 
Pembahasan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Istishna’ 
 
Ketentuan Perlakuan 
Akuntansi 
Berdasarkan 
PSAK 104 
Penerapan PSAK 
104 Pada Bank 
BTN KCS 
Surakarta 
Kesesuaian 
Pengakuan dan 
Pengukuran: 
1. Piutang 
Istishna’ 
 
 
 
2. Pendapatan 
Istishna’ 
 
 
 
 
 
1. Tagihan setiap 
termin dari 
bank kepada 
pembeli akhir 
diakui sebagai 
piutang 
istishna` . 
 
2. Pendapatan 
istishna’ 
adalah total 
harga yang 
disepakati 
dalam akad 
antara bank 
dan pembeli 
akhir, termasuk 
margin 
keuntungan. 
Margin 
keuntungan 
adalah selisih 
antara 
pendapatan 
istishna` 
dengan harga 
pokok 
istishna`. 
Pendapatan 
istishna` diakui 
dengan 
menggunakan 
metode 
persentase 
penyelesaian 
atau 
metode akad 
selesai. 
1. Pencatatan 
yang dilakukan 
oleh Bank 
BTN Syariah  
pada saat jatuh 
tempo 
pembayaran 
 
2. Pendapatan dari 
cicilan 
istishna’ pada 
Bank BTN 
Syariah dicatat 
sebesar nilai 
bersihnya dan 
diakui selama 
masa akad, 
yang di 
dalamnya 
terdapat nilai 
porsi pokok 
serta nilai porsi 
margin. 
1. Sesuai  
 
 
 
 
 
 
 
2. Sesuai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel berlanjut... 
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Lanjutan tabel 4.1 
 
Ketentuan  Perlakuan Akuntansi 
Berdasarkan PSAK 
104 
Penerapan 
PSAK 104 Pada 
Bank BTN KCS 
Surakarta 
Kesesuaian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Biaya pra akad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Biaya pra-akad 
diakui sebagai 
biaya 
ditangguhkan dan 
diperhitungkan 
sebagai biaya 
istishna’ jika akad 
ditandatangani, 
tetapi jika akad 
tidak 
ditandatangani 
maka biaya 
tersebut 
dibebankan pada 
periode berjalan 
 
cicilan 
istishna` yaitu 
diakui sebesar 
jumlah cicilan 
yang belum 
diterima oleh 
Bank BTN 
Syariah  
 
3. Biaya pra 
akad diakui 
sebagai 
pendapatan 
operasional 
bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Belum sesuai 
Karena 
menurut 
PSAK 104 
paragraf 26, 
biaya pra-akad 
diakui sebagai 
beban 
tangguhan dan 
diperhitungkan 
sebagai biaya 
istishna’. 
Penyajian 
 
Penjual menyajikan 
dalam laporan 
keuangan hal-hal 
sebagai berikut : 
1. Piutang istishna’ 
yang berasal dari 
transaksi 
istishna’ yang 
belum dilunasi 
oleh pembeli 
akhir 
 
1. Piutang 
istishna’ 
disajikan 
sebagai 
pembiayaan 
berbasis 
piutang 
 
 
 
 
 
1. Belum sesuai 
Karena 
menurut 
PSAK 104 
paragraf 43 
penjual 
menyajikan 
dalam 
laporan 
keuangan 
sebagai 
piutang  
 Tabel berlanjut... 
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Lanjutan tabel 4.1 
Ketentuan  Perlakuan Akuntansi 
Berdasarkan PSAK 
104 
Penerapan 
PSAK 104 Pada 
Bank BTN KCS 
Surakarta 
Kesesuaian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Termin istishna’ 
yang berasal dari 
trasaksi istishna’ 
sebesar jumlah 
tagihan termin 
penjual kepada 
pembeli akhir 
 
 
 
 
2. Bank BTN 
KCS 
Surakarta 
belum 
menyajikan 
termin 
istishna’ 
 
istishna’ 
 
 
2. Belum  
sesuai,   
Karena Bank 
BTN Syariah 
belum  
menyajikan 
termin 
istishna’ 
dalam 
laporan 
posisi 
keuangannya 
 
Pengungkapan Penjual 
mengungkapkan 
transaksi istishna’ 
dalam laporan 
keuangan tetapi tidak 
terbatas pada: 
1. Metode akuntansi 
yang digunakan 
dalam 
pengukuran 
pendapatan 
kontrak istishna’; 
2. Metode yang 
digunakan dalam 
penentuan 
persentase 
penyelesaian 
kontrak yang 
sedang berjalan; 
 
Bank BTN KCS 
Surakarta 
melakukan 
pengungkapan 
laporan 
keuangan secara 
terpusat   
 
Belum sesuai 
Karena Bank 
BTN Syariah 
hanya 
mengungkapkan 
rincian piutang 
istishna’ dan  
masih terdapat 
beberapa 
elemen yang 
belum 
diungkapakan 
dalam laporan 
keuangannya 
 
 
 
        Tabel berlanjut... 
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Lanjutan tabel 4.1 
Ketentuan Perlakuan Akuntansi 
Berdasarkan PSAK 
104 
Penerapan 
PSAK 104 Pada 
Bank BTN KCS 
Surakarta 
Kesesuaian 
 3. Rincian piutang 
istishna’ 
berdasarkan 
jumlah, jangka 
waktu, dan 
kualitas 
piutang; 
4. Pengungkapan 
yang diperlukan 
sesuai PSAK 
No.101: 
Penyajian 
Laporan 
Keuangan 
Syariah. 
  
 
 
 
 
 
54 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1  Kesimpulan 
1. Akad yang digunakan dalam pembiayaan KPR BTN Indent di BTN KCS 
Surakarta ada dua, yaitu: 
a. Akad istishna’ sebagai pengikat atau perjanjian antara nasabah dengan 
bank 
b. Akad wakalah sebagai akad perwakilan antara bank dengan nasabah. 
 
2. Penerapan PSAK 104 tentang akad istishna’ di BTN KCS Surakartasecara 
keseluruhan masih terdapat beberapa perlakuan akuntansi yang belum sesuai 
dengan standar yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek dalam 
laporan keuangan BTN Syariah jika dibandingkan dengan PSAK 104. BTN 
Syariah dalam penyajian laporan keuangannya belum sesuai karena 
menyajikan piutang istishna’ dalam pos pembiayaan berbasis piutang dan 
belum menyajikan termin istishna’. Sedangkan untuk pengungkapannya BTN 
Syariah hanya mengungkapkan rincian piutang istishna’ dan masih terdapat 
beberapa elemen yang belum diungkapkan dalam laporan keuangannya. 
5.2  Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada produk pembiayaan 
KPR BTN Indent dan penerapan akuntansi pembiayaan istishna’ jika 
dibandingkan dengan standar akuntansi syariah menurut Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan  (PSAK) No. 104. 
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5.3  Saran-saran 
Sebaiknya dalam pembiayaan istishna’ di BTN KCS Surakarta harus 
menyesuaikan beberapa aspek diantaranya mengenai: 
1. Dalam penyajian laporan keuangannya seharusnya pembiayaan 
istishna’disajikan dalam laporan keuangannya. 
2. Pada aspek pengungkapan seharusnya Bank BTN Syariah melakukan 
pengungkapan terkait pembiayaan syariah termasuk pembiayaan istishna’. 
3. Sebagai lembaga keuangan yang telah menerapkan pembiayaan istishna’ 
seharusnya BTN Syariah harus benar-benar menerapkan PSAK 104 dalam 
penyusunan laporan keuangannya. 
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Lampiran 1 
Jadwal Penelitian 
 
 
 
 
 
 
No  Bulan Januari Februari Maret April Mei 
 Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Penyusunan 
Proposal 
X                    
2. Konsultasi  X X X                 
3. Revisi 
Proposal 
     X               
4. Pengumpula
n Data 
      X X             
5. Analisis 
data 
        X X X          
6. Penulisan 
Akhir 
Naskah 
Skripsi 
           X X X X      
7. Pendaftaran 
Munaqasah 
               X     
8. Munaqasah                  X   
9. Revisi 
Skripsi 
                  X X 
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Lampiran 2 
Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 3 
Field Note 01 
Jum’at 23 November 2018 
Pukul 10.00 WIB 
 
Hari ini jum’at 23 November 2018 saya melakukan survei Objek yang 
akan saya jadikan tempat penelitian dengan langsung membawa surat penelitian. 
Tempat penelitian yang saya pilih adalah BTN KCS Surakarta yang bertempat di 
Jalan Brigjen Jenderal Slamet Riyadi No. 332, Sriwedari, Laweyan, Kota 
Surakarta, Jawa Tengah. Perjalanan dari kampus sampai BTN KCS Surakarta 
sekitar 20 menit. Sesampainya disana saya bertemu dengan satpam yang bertugas 
dan dipersilahkan untuk masuk, kemudian saya menyampaikan maksud dan 
tujuan saya untuk melakukan penelitian di BTN KCS Surakarta. Setelah itu, 
satpam meminta surat penelitian yang sudah saya siapkan dan bemberitahukan 
kepada saya untuk menunggu konfirmasi dari pihak bank selama 5 hari kedepan. 
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Field Note 02 
Kamis 29 November 2018 
Pukul 13.00 WIB 
Hari ini kamis 29 November 2018 tepatnya pukul 13.00 WIB setelah jam 
istirahat kantor, saya memutuskan untuk menghubungi bank BTN KCS Surakarta. 
dikarenakan setelah 5 hari belum ada konfirmasi dari pihak bank mengenai 
permohonan izin penelitian saya. Setelah saya menelfon dan disambut baik oleh 
karyawan di BTN KCS Surakarta saya menyampaikan tujuan saya terkait 
konfirmasi izin penelitian. Ternyata dari pihak BTN KCS Surakarta sudah 
memberikan izin untuk melakukan penelitian dan saya diperkenankan untuk hadir 
di hari kerja setelah pukul 15.00 WIB dan bertemu dengan bapak Kiki di bagian 
akuntansi. 
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Field Note 03 
Kamis 03 Januari 2019 
Pukul 15.30 WIB 
 Kedatangan saya kali ini ke BTN KCS Surakarta untuk bertemu dengan 
bapak Kiki dan melakukan wawancara dengan beliau. Saya sengaja datang di 
bulan januari karena khawatir jika di bulan desember kemarin tepatnya akhir 
tahun pihak dari bank BTN KCS Surakarta sedang sibuk sibuknya sehingga saya 
khawatir jika dipaksakan wawancara tidak akan efektif. 
 Hari ini, tepat pukul 15.30 WIB saya tiba di BTN KCS Surakarta, karena 
bank sudah tutup kemudian saya menghampiri satpam yang berjaga diluar untuk 
menyampaikan tujuan saya datang kesini, kemudian saya dipersilahkan untuk 
masuk dan satpam memberitahukan bapak kiki. 5 menit berselang, kemudian pak 
kiki datang dan menyambut saya dengan ramah. Kemudian saya memperkenalkan 
diri dan menyampaikan tujuan serta tema dari penelitian saya. Langsung saja, 
wawancara dimulai dengan beberapa pertanyaan terkait gambaran umum dari 
tema penelitian. Pak kiki dengan antusias mendengarkan setiap pertanyaan saya 
dan menjawab dengan pemaparan yang cukup panjang. Setelah kurang lebih 1 
jam dan saya rasa cukup dalam wawancara awal ini, saya berterimakasih dan 
pamit dengan bapak kiki, sebelumya saya sempat memohon izin dan meminta 
kontak beliau untuk dapat saya hubungi sewaktu-waktu jika terdapat data yang 
kurang lengkap. 
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Field Note 04 
Kamis 25 Februari 2019 
Pukul 15.30 WIB 
 
Setelah lulus dari ujian seminar proposal, saya menghubungi bapak kiki 
lagi untuk memberitahukan bahwa saya akan melanjutkan penelitian. Kemudian 
saya membuat janji wawancara kembali dengan bapak kiki, dan kebetulan pak 
kiki bisa pada hari ini juga. Langsung saja seperti biasa, pukul 15.30 WIB saya 
tiba di BTN KCS Surakarta bersama teman saya untuk melanjutkan penelitian. 
Sesampainya di kantor, pak kiki menyambut kami dan langsung saja saya 
menanyakan beberapa hal terkait perlakuan akuntansi pembiayaan istishna’ pada 
BTN KCS Surakarta, selain itu beliau juga menunjukkan laporan keuangan BTN 
KCS Surakarta dan mengirim soft file nya kepada saya. 
Setelah selesai melakukan wawancara dengan bapak kiki, dilanjutkan 
dengan bapak rahmat bagian pembiayaan, karna kebetulan pada jam itu pak 
rahmat juga sedang longgar. Pak rahmat datang dengan membawa beberapa 
lembar kertas yang berisi mengenai persyaratan dan angsuran dari KPR yang ada 
di BTN KCS Surakarta. setelah memberikan berkas tersebut, saya mulai 
menanyakan beberapa pertanyaan kepada bapak rahmat terkait pembiayaan 
istishna’ khususnya KPR BTN Indent. 
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Field Note 05 
Senin 22 April 2019 
Pukul 08.00 WIB 
 
Pagi ini saya datang ke Bank BTN KCS Surakarta untuk melakukan 
wawancara yang terakhir. Kali ini dengan bapak harfi bagian kepala manager, 
sebelumnya saya telah membuat janji dengan beliau melalui telfon kantor. 
Sesampainya di kantor, ternyata beliau akan meeting dan sudah ditunggu dengan 
pimpinan, namun mengingat beliau telah membuat janji dengan saya dan melihat 
saya menunggu diluar, beliau menyempatkan waktu untuk melakukan wawancara 
dengan saya. Dengan cepat saya mulai mengenalkan diri dan menyampaikan 
tujuan kemudian melontarkan beberapa pertanyaan umum terkait KPR BTN 
Indent dengan pembiayaan istishna’. Selama sesi wawancara beliau sangat 
antusias dan memperhatikan pertanyaan saya dengan seksama kemudian beliau 
menjawab dengan sangat lugas. Setelah 30 menit berlangsung dan pertanyaan 
telah selesai saya tanyakan, saya bergegas untuk berpamitan karna merasa tidak 
enak telah mengganggu waktu meetingnya dan pak harfi memberikan kartu nama 
kepada saya untuk dapat menghubunginya lewat telefon apabila masih terdapat 
data yang kurang. 
 
 
 
 
 
 
66 
 
Lampiran 4 
Pedoman Wawancara 
 
PEMBIAYAAN ISTISHNA’ (KPR BTN INDENT) 
Dengan bagian pembiayaan (Bp Rahmat) 
1. Apa sajakah produk pembiayaan istishna’ di BTN Syariah? 
2. Bagaimana prosedur atau mekanisme pembiayaan KPR BTN Indent? 
3. Apa saja akad yang terlibat dalam pembiayaan KPRBTN Indent? 
4. Berapakah jangka waktu KPR BTN Indent dengan akad istishna’? 
5. Berapa margin yang ditentukan dalam pembiayaan KPR BTN Indent? 
6. Bagaimana prosedur pembayaran dalam pembiayaan KPR BTN Indent? 
7. Bagaimana perkembangan pengajuan pembiayaan KPR BTN dari tahun ke 
tahun? 
8. Adakah nasabah yang mengajukan pembiayaan KPR BTN Indent pada bulan 
ini? 
9. Apa saja syarat yang harus dipenuhi calaon nasabah dalam pengajuan KPR 
BTN Indent? 
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PERLAKUAN AKUNTANSI  
Dengan bagian akuntansi (Bapak Kiki Maryanki) 
 
1. Apa sajakah produk pembiayaan istishna’ di BTN Syariah? 
2. Bagaimana prosedur atau mekanisme pembiayaan KPR BTN Indent? 
3. Apa saja akad yang terlibat dalam pembiayaan KPRBTN Indent? 
4. Berapakah jangka waktu KPR BTN Indent dengan akad istishna’? 
5. Berapa margin yang ditentukan dalam pembiayaan KPR BTN Indent? 
6. Sebelum calon nasabah melakukan akad istishna’ adakah biaya praakad yang 
harus dikeluarkan? 
7. Apa saja biaya pra akad dan bagaimana pencatatannya? 
8. Pada saat nasabah menggunakan pembiayaan istishna’ dalam KPR BTN 
Indent, bagaimanakan pencatatan yang dilakukan oleh bank pada saat 
pendapatan diterima dari nasabah? 
9. Dalam pencatatan pendapatan istishna’ terdapat dua metode yang digunakan, 
yaitu metode persentase penyelesaian dan akad selesai. Untuk bank BTN 
Syariah sendiri metode apa yang digunakan dalam pencatatan pendapatan 
istishna’? 
10. Pada saat nasabah membayarkan tagihan kepada bank, bagaimana pencatatan 
untuk setiap tagihan kepada pembeli (nasabah) ? 
11. Adanya biaya-biaya pra akad dalam pembiayaan rumah KPR BTN Indent 
diakui sebagai apakah oleh pihak bank? 
12. Dalam pembiayaan rumah KPR BTN Indent pada saat apakah piutang 
istishna’ mulai diakui atau dicatat? 
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13. Bagaimana penyajian piutang istishna’ dalam laporan keuangan BTN 
Syariah? 
14. Apa saja pos-pos atau akun terkait pembiayaan istishna’yang disajikan dalam 
laporan keuangan? 
15. Bagaimana pengungkapan infomatif dalam laporan keuangan terkait 
pembiayaan rumah dengan akad istishna’? 
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KPR BTN INDENT 
Dengan Manager (Bapak Harfi Widyananto) 
 
1. Apa sajakah produk pembiayaan istishna’ di BTN Syariah? 
2. Bagaimana prosedur atau mekanisme pembiayaan KPR BTN Indent? 
3. Apa saja akad yang terlibat dalam pembiayaan KPRBTN Indent? 
4. Berapakah jangka waktu KPR BTN Indent dengan akad istishna’? 
5. Berapa margin yang ditentukan dalam pembiayaan KPR BTN Indent? 
6. Bagaimana akad antara nasabah dengan bank dan bank dengan developer? 
7. Bagaimana cara pembayaran atau pelunasan nasabah kepada bank? Dengan 
termin/ persentase penyelesaian kah atau dengan cicilan setiap bulannya? 
8. Lalu, bagaimana cara pembayaran yang dilakukan bank kepada developer? 
9. Bagaimana jika dalam KPR BTN Indent terdapat permasalahan/ kredit 
macet? 
10. Bagaimana perkembangan pembiayaan KPR BTN Indent dengan akad 
istishna’ dari tahun ketahun? 
11. Bank BTN KCS Surakarta sebagai Unit Usaha Syariah, bagaimana dalam 
menyajikan laporan keuangannya? Terpusatkah atau membuat laporan 
keuangannya sendiri? 
12. Karena pembiayaan istishna’ tergolong pembiayaan yang masih jarang 
dilakukan, apa harapan bapak terkait KPR BTN Indent dengan akad istishna’ 
di masa mendatang? 
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Lampiran 5 
TRANSKIP WAWANCARA 
 
Narasumber  : Bapak Rahmat  
Tanggal : 25 Februari 2019 
Jabatan  : Bagian Pembiayaan 
 
1. Apa saja produk pembiayaan dari akadistishna’di BTN Syariah ini ? 
Jawab: 
Produk pembiayaan istishna’ di BTN Syariah KCS Surakarta  hanya untuk 
KPR BTN indent saja 
2. Bagaimana mekanisme pembiayaan istishna’ di Bank BTN KCS Surakarta? 
Jawab:  
Jadi pertama penyedia dari perumahannya atau pengembangnya harus 
bekerjasama dengan kita. Intinya pihak developer  harus kerjasama karena 
untuk jaminan, karena KPR indent ini rumahnya belum tersedia, masih hanya 
bentuk janji saja.. dengan spesifikasi tertentu sehingga kita harus memastikan 
developernya terlebih dahulu, untuk mengetahui kapabilitasnya bagus. Jadi 
istilahnya developer ini amanah. Berbeda dengan KPR yang lain yang sudah 
tersedia barangnya. Kemudian yang kedua pengajuannya sama dengan 
pengajuan lainnya yang berbeda hanya bangunannya dan developernya. 
3. Apa saja kah akad yang terlibat dalam pembiayaan rumah BTN Ident ini? 
Jawab : 
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Dalam pembiayaan KPR Indent ini, kami menggunakan akad istishna’ 
sebagai akad utama namun juga ada akad lain seperti wakalah sebagai akad 
perwakilan kepada nasabah untuk memilih hunian yang sesuai dengan 
keinginannya. 
4. Berapa lama jangka waktu KPR BTN Indent? 
Jawab:  
Untuk jangka waktu maksimal 20 tahun dengan uang muka 10% 
5. Berapa besar margin dalam pembiayaan KPR BTN Indent? 
Jawab: 
 12-14 % 
6. Dalam pembiayaan KPR BTN Indent ini, apakah untuk model &desighn 
bangunannya disesuaikan dengan pesanan atau kemauan nasabah? 
Jawab:  
Jadi seperti ini, developer ketika membangun perumahan sudah dilengkapi 
dengan spesifikasi, model dan type sehingga pada saat nasabah datang kepada 
developer, nasabah dapat memilih dan menentukan apakah sepakat dan sesuai 
dengan spesifikasi yang diberikan pihak developer. Sehingga jika tidak sesuai 
dengan spesifikasi itu secara otomatis akan menyingkir atau membatalkan 
akad, jadi diawal pasti kami pastikan terlebih dahulu apakah nasabah benar2 
mengambil bangunan dgn type/ spesifikasi yg telah diberikan oleh developer 
baru setelah itu kami proses 
7. Berarti dalam KPR BTN Indent, bangunan yang akan dipesan oleh nasabah 
sudah ada type atau kriteria tertentu yang diberikan oleh developer? 
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Jawab:  
Iya diawalnya memang sudah begitu 
8. Baik pak, bagaimana untuk perkembangan Pembiayaan Istishna’ khususnya 
untuk KPR BTN Indent dari tahun ke tahun? 
Jawab:  
Untuk KPR istishna’ ini secara umum rata dari tahun ketahun bahkan untuk 
sekarang yang sedang mengalami kemajuan pesat adalah KPR subsidi 
9. Apakah dalam waktu dekat terdapat nasabah yang mengajukan KPR BTN 
Indent? 
Jawab: 
Ada beberapa, sekitar 4 atau 5 yang sudah melakukan akad kemarin dan 
biasanya  kami proses untuk mendapatkan persetujuan selama 1-2 minggu, 
setelah dokumen lengkap baru langkah selanjutnya legalitas ke notaries 
10. Apasaja syarat pengajuan pembiayaan KPR BTN Indent? 
Jawab: 
Sama seperti KPR-KPR yang lain intinya untuk KPR indent hanya berbeda di 
pengembangnya saja 
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Wawancara langsung dengan karyawan BTN KCS Surakarta: 
Narasumber : Bapak Kiki Maryanki 
Tanggal : 25 Februari 2019 
Jabatan  : Bagian Akuntansi 
 
1. Apa saja produk pembiayaan dari akadistishna’di BTN Syariah ini ? 
Jawab: 
Produknya hanya untuk KPR BTN indent saja 
2. Bagaimana mekanisme pembiayaan istishna’ di Bank BTN KCS Surakarta? 
Jawab:  
Mekanisme nya hampir mirip dengan KPR lain dalam pembayaran 
angsurannya, namun dalam KPR Indent ini perbedaannya dia berdasarkan 
dengan pesanan si nasabah, sehingga barang yang dipesan belum tersedia. 
Selain itu, dalam KPR BTN Indent ini kita juga bekerja sama dengan 
kontraktor / developer untuk memenuhi pesanan nasabah namun dengan type-
type tertentu yang telah ditentukan. 
3. Apa saja kah akad yang terlibat dalam pembiayaan rumah BTN Ident ini? 
Jawab : 
Akad istishna’ dan wakalah. Akad istishna’ antara nasabah dengan bank dan 
akad wakalah sebagai perwakilan nasabah dengan developer. 
4. Berapa lama jangka waktu KPR BTN Indent? 
Jawab:  
Untuk jangka waktu sama seperti KPR lain sekitar 15-20 tahun  
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5. Berapa besar margin dalam pembiayaan KPR BTN Indent? 
Jawab: 
 Margin yang ditentukan dari pihak bank sekitar 8% flat 
6. Dalam pencatatannya apabila terdapat nasabah yang mengajukan pembiayaan 
KPR BTN indent, untuk pengakuan pendapatannya sendiri diakui pada saat 
apa? (pada saat penerimaan barang kah, saat akad, atau saat penerimaan kas) 
Jawab:  
Jadi seperti ini gambarannya, skema indent itu menggunakan termin, jadi 
modelnya 3 kali termin misalnya termin satu sampai tahap penyelesaian 
pondasi, kemudian termin 2 tembok, termin 3 untuk pemasangan listrik dan 
air. Jadi disini pendapatannya sama, untuk nasabahnya sendiri bank BTN 
KCS Surakarta memperoleh  pendapatan dari angsuran nasabah dan margin, 
untuk terminnya sendiri sudah ditangguhkan ke awal akad, nah untuk pertama 
kali nasabah membayar adalah 6 bulan setelah akad baru mulai mengangsur. 
Ketika nasabah mulai mengangsur disitu mulai ada pendapatan bank.Pihak 
bank ada komponen pokok dan margin. Pokok itu nasabah membayar untuk 
pinjaman dia ke bank seperti contoh pinjaman nasabah Rp200.000.000 
barulah pokoknya itu diselesaikan yang Rp200.000.000 itu dulu, pasti sudah 
disebutin diawal untuk besaran marginnya, misalnya Rp100.000.000 sehingga 
total keseluruhannya Rp300.000.000 yaitu pokok+ margin. Sehingga dari situ 
sudah diketahui besar margin dan pokoknya. 
Nah untuk pendapatannya jadi Bank BTN KCS Surakarta mulai memperoleh 
pendapatan dari angsuran nasabah setiap bulan. 
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7. Berarti untuk pendapatan istishna’ dari developer menggunakan metode 
persentasi penyelesaian? 
Jawab: 
Iya kalau dengan developer menggunakan termin. Developer berapa persen 
misalnya 30% terus atap 20% seperti itu, jadi namanya indent. 
8. Lalu, bagaimana untuk tagihan setiap termin kepada si nasabah? 
Jawab:  
Bukan seperti itu, jadi dari pihak nasabahnya tetap seperti KPR biasa (per 
bulan). Hanya di bank ini uangnya di tahan terlebih dahulu.Setelah ditampung 
barulah dibayarkan sesuai dengan termin tadi. 
9. Pada saat nasabah membayarkan tagihan kepada bank, bagaimana pencatatan 
untuk setiap tagihan kepada pembeli (nasabah) ? 
Jawab: 
Piutang istishna dicatat apabila nasabah membayar cicilan pada saat jatuh 
tempo setiap bulannya. 
10. Penyajian piutangistishna’dalam laporan keuangan dicatat berdasaran dengan 
jumlah? 
Jawab:  
Jadi di KPR BTN Indent dengan akad istishna’ ini, piutangnya dicatat sebesar 
jumlah cicilan yang belum diterima oleh bank 
11. Kemudian, apabila terdapat nasabah yang mengajukan pembiayaan KPR 
BTN Indent, apasaja biaya pra akad nya? 
Jawab:  
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Banyak ya seperti biaya administrasi, biaya notaris, biaya proses, biaya 
appraisal itu juga ada 
12. Untuk pengakuannya, biaya pra akad diakui sebagai apa? 
Jawab:  
Pendapatan, yaa pendapatan kita. Jadi tergantung misalnya biasanya untuk 
indent itu sendiri internal jadi maksudnya itu untuk operasional kita, untuk 
proses masuknya pendapatan operasional kita, kalo biaya admin itu masuk 
pendapatan bank. 
13. Baik pak, Bank BTN ini termasuk UUS sehingga masih gabung dengan 
konvensional, bagaimana penyajian dalam laporan keuangannya? 
Jawab:  
Point2 nya? Jadi tetap sama contohnya BTN KCS Surakarta ini, klo poin2 
nya tetap sama seperti konvensional. Hanya saja yang membedakan syariah 
dengan konvensional yaitu operasionalnya  yang berbasis keislaman, seperti 
akad dan macam-macam.  
14. Bagaimana untuk pengungkapan informatifnya di CALK? Apasaja poin-poin 
khusus yang di ungkapkan? 
Jawab: 
Kalau untuk BTN induk masih banyak konvensionalnya, jadi persentase 
sumbangsihnya masih diakumulasi. 
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Wawancara langsung dengan karyawan BTN KCS Surakarta: 
Narasumber  : Bapak Harfi Widyananto 
Tanggal : 22 April 2019 
Jabatan  : Manager  
 
1. Apa saja produk pembiayaan dari akadistishna’di BTN Syariah ini ? 
Jawab: 
Produknya istishna’ di BTN hanya dikhususkan untuk KPR BTN Indent saja 
2. Bagaimana mekanisme pembiayaan istishna’ di Bank BTN KCS Surakarta? 
Jawab:  
KPR BTN Indent termasuk dalam jual beli berdasarkan pesanan. Dimana 
bank berpihak sebagai pembeli dan membeli rumah dari developer kemudian 
menjual lagi kepada nasabah sesuai dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu. 
Kemudian dari pihak developernya melakukan pembangunan sehingga kita 
juga melengkapi dengan akad wakalah. 
3. Apa saja kah akad yang terlibat dalam pembiayaan rumah BTN Ident ini? 
Jawab : 
Akad istishna’ dan wakalah.  
4. Berapa lama jangka waktu KPR BTN Indent? 
Jawab:  
Untuk jangka waktunya maksimal 15 tahun, namun juga mengikuti usia 
pensiun dari si nasabah. Semisal nasabah pensiun usia 56 tahun jadi satu 
tahun sebelum pensiun harus sudah lunas. 
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5. Berapa besar margin dalam pembiayaan KPR BTN Indent? 
Jawab: 
Margin sekitar 8% kepada nasabah, dan untuk developernya tidak ada margin 
karna kita membeli langsung 
6. ketika nasabah melakukan pemilihan bangunan, type-type yang seperti apa 
yang ditawarkan oleh developer kepada nasabah?  
Jawab: 
Dalam membangun sebuah bangunan, otomatis terdapat type-type yang 
digunakan oleh developer sehingga dalam KPR BTN Indent ini nasabah dapat 
memilih bangunan sesuai type yang diinginkan. 
7. Bagaimana akad antara nasabah dengan bank dan bank dengan developer? 
Jawab: 
Akad antara nasabah dengan bank menggunakan perjanjian atau akad 
istishna’. Kemudian juga menggunakan akad wakalah, maksudnya disini 
yaitu bank mewakilkan secara penuh kepada nasabah untuk memilih sendiri 
rumah yang akan dibelinya. 
8. Bagaimana cara pembayaran atau pelunasan nasabah kepada bank? Dengan 
termin/ persentase penyelesaian kah atau dengan cicilan setiap bulannya? 
Jawab : 
Kalau untuk pembayarannya sama seperti pembiayaan-pembiayaan rumah 
dengan akad lain seperti murabahah, jadi di istishna’ ini kita mencairkan dana 
dulu untuk developernya, dan nasabah mengangsur diawal sebelum rumah 
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jadi sudah mulai mengangsur setiap bulannya. Jadi sesuai dengan keuntungan 
yang kita tetapkan diawal. 
9. Lalu, bagaimana cara pembayaran yang dilakukan bank kepada developer? 
Jawab : 
Sedangkan pencairan dana untuk developer kita bayarkan sesuai progres, 
untuk menjaga nasabah agar tidak dicurangi oleh developer 
10. Bagaimana jika dalam KPR BTN Indent terdapat permasalahan/ kredit 
macet? 
Jawab: 
Akan memberikan pemberitahuan terlebih tahulu bahwa angsurannya sudah 
jatuh tempo, kemudian jika tidak ada tanggapan kita lakukan upaya 
penagihan melalui telefon, baru setelah itu kita terjun ke lapangan untuk 
melakukan penagihan. Namun, jika masih dihiraukan maka akan dilelang. 
Tapi sejauh ini tidak ada nasabah yang sampai ke tahap pelelangan. 
11. Bagaimana perkembangan pembiayaan KPR BTN Indent dengan akad 
istishna’ dari tahun ketahun? 
Jawab: 
Kalau untuk di solo sebenarnya kurang untuk perkembangannya karena klo di 
solo ini lebih ke KPR Subsidi yang dari pemerintah. 
12. Bank BTN KCS Surakarta sebagai Unit Usaha Syariah, bagaimana dalam 
menyajikan laporan keuangannya? Terpusatkah atau membuat laporan 
keuangannya sendiri? 
Jawab: 
80 
 
Betul, jadi bank BTN merupakam bank BUMN yang masih syariah. Untuk 
laporan keuangannya terpusat di bank BTN Syariah sehingga dari kantor-
kantor cabang dikumpulkan di pusat.Sehingga laporan keuangannya yang 
menyusun adalah terpusat. 
13. Karena pembiayaan istishna’ tergolong pembiayaan yang masih jarang 
dilakukan, apa harapan bapak terkait KPR BTN Indent dengan akad istishna’ 
di masa mendatang? 
Jawab:  
Untuk akad istishna’ ini tergolong pembiayaan non subsidi dan disolo ini 
masih banyak yang mencari subsidi karena UMR nya tergolong masih rendah 
dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain sehingga peminat untuk KPR 
non subsidi ini masih sangat jarang. Untuk harapannya di solo ini akan lebih 
banyak industri dan lapangan pekerjaan yang luas kemudian meningkatkan 
penghasilannya sehingga otomatis UMR akan naik dan ada peluang 
masyarakat untuk memilih produk yang indent ini. 
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Lampiran 6 
Laporan Keuangan BTN Syariah 
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Lampiran 7 
Form Pembiayaan KPR BTN Indent 
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Lampiran 8 
Dokumentasi Wawancara 
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Lampiran 9 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama  : DEA MUTIARA NUR 
Alamat  : Jenalas, Gemolong, Sragen 
TTL  : Sragen, 13 September 1997 
Email  : Mutiaradea331@gmail.com 
 
PENDIDIKAN: 
1. TK AISYIAH  III GEMOLONG 2003 
2. SD N 3 GEMOLONG   2004-2009 
3. SMP N 2 GEMOLONG  2009-2012 
4. SMA N 1 SUMBERLAWANG  2012-2015 
5. IAIN SURAKARTA   2015-2019 
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Lampiran 10 
Hasil Cek Plagiasi 
 
 
